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ABSTRAKSI 
 
Dea Angela Seftyana, E 131 13 507, dengan “Strategi Penanganan Masalah 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa Barat Melalui Environment 
Sustainability Program Oleh PT. Newmont Nusa Tenggara”, di bawah 
bimbingan H. Darwis, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, 
S.IP, MA selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi MNC dalam hal ini 
PT.Newmont Nusa Tenggara dalam menangani masalah lingkungan hidup yang 
timbul akibat dari kegiatan operasional perusahaan terhadap wilayah Kabupaten 
Sumbawa Barat melalui Environment Sustainability Program. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktifitas 
perusahaan dan strategi PT.Nemont Nusa Tenggara dalam menanggulangi 
dampak tersebut melalui Environment Sustainability Program. Pembahasan 
difokuskan pada  dampak operasi terhadap lingkungan hidup dan strategi 
penanganannya pada tahun 2012. Tipe penelitian adalah Deskriptif-
Analitik.Teknik pengumpulan data, diperoleh dari studi pustaka yang menelaah 
sejumlah buku, jurnal, dokumen, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan operasional PT.Newmont Nusa Tenggara telah membawa dampak 
pada perubahan struktur tanah dan pencemaran air sungai hingga berpengaruh 
pada keamanan sosial. PT. Newmont Nusa Tenggara dalam menangani dampak 
tersebut menjalankan Environment Sustainability Program yang berfokus pada 
manajemen limbah tailing, manajemen air tambang, dan reklamasi hutan. Namun, 
program tersebut belum maksimal karena masih ditemukan adanya pipa 
pembuangan limbah yang mengarah ke sungai yang merupakan sumber 
kehidupan masyarakat sehingga hal tersebut memicu protes yang berujung 
konflik.       
Kata kunci : Lingkungan Hidup, Newmont, Environment Sustainability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Dea Angela Seftyana, E 131 13 507, with the title “Strategy for Handling 
Environmental Problems in West Sumbawa Regency Through Environment 
Sustainability Program by PT.Newmont Nusa Tenggara”, with H.Darwis, 
MA.,Ph.D as a main supervisor, and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as assistand 
advisor, in the Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University.  
This research portrays how the strategy of MNC in this case PT.Newmont Nusa 
Tenggara for handling environmental problems which arises as a result of 
corporation’s operational activity in West Sumbawa regency through 
Environment Sustainability Program. The aims of this research is to determine the 
impact caused by the activities of PT.Nemont Nusa Tenggara company and 
strategy in tackling the impact through the Environment Sustainability Program. 
The discussion focused on the impact of operations on the environment and its 
handling strategy in 2012. The type of research is Descriptive-Analytic. Data 
collecting technique obtained from literature studies that examine a number of 
books, journals, documents, and scientific articles. The results show that PT. 
Newmont Nusa Tenggara's operational activities have had an impact on changes 
in soil structure and river water contamination to affect social security. PT. 
Newmont Nusa Tenggara deals with the impact of implementing an Environment 
Sustainability Program focusing on tailings waste management, mine water 
management, and forest reclamation. However, the program has not been 
maximized because it is still found the existence of sewerage pipes leading to the 
river which is the source of community life so it triggered protests that led to 
conflict. 
 
Keywords: Environment, Newmont, Environment Sustainability 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan hubungan internasional kontemporer tidak hanya 
memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek 
lainnya seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perubahan 
transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup, dan 
sebagainya. Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam 
hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan 
diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa 
kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi PBB tentang 
lingkungan hidup di Rio De Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali 
dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada 
tahun 1990. 
Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena: 
Pertama, permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. 
Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (Chlorofluorocarbons) berefek 
pada pemanasan global dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat 
berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia. Kedua, isu 
lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global 
seperti lautan dan atmosfir. Ketiga, Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat 
transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak 
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pula bagi wilayah di sekitarnya. Keempat, banyak kegiatan eksploitasi atau 
degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak 
tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global. Kelima, 
proses yang meyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi 
lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang 
lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik 
global. 
Kemudian kerusakan lingkungan menjadi hirauan dalam hubungan 
internasional dimana aktor-aktor non-negara memainkan peran penting dalam 
merespon permasalahan lingkungan hidup internasional. Respon terhadap 
permasalahan lingkungan global berfokus pada perkembangan dan implementasi 
dari rezim lingkungan hidup internasional. Secara khusus makna lingkungan 
hidup itu sendiri yaitu seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan 
dan peranan organisme (Perwita, 2011, hal. 144).  
Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep environmental 
security, yakni mengkritik konsep keamanan tradiosional yang hanya 
menempatkan nilai moral atas manusia menuju sebuah pandangan yang juga 
menempatkan nilai independen atas ekosistem dan semua makhluk hidup 
(Burchill, 2015, hal. 338). Konsep environmental security mempersoalkan konsep 
keamanan tradisional yang hanya bertumpu pada negara dan justru melupakan 
ancaman-ancaman yang lebih luas terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dari 
sini bisa dilihat bahwa environmental security bisa jadi lebih luas daripada konsep 
Human security. 
3 
 
Dalam perkembangannya, fenomena globalisasi ekonomi telah membawa 
serta persebaran kapitalisme yang di tandai dengan semakin banyaknya MNC 
(Multinational Corporation) yang beroperasi melintasi batas-batas wilayah negara 
dan berkembang dengan pesat. Cara yang paling umum digunakan oleh MNC 
untuk masuk dalam suatu negara adalah dengan melakukan investasi asing 
langsung atau Foreign Direct Invesment (FDI). Keberadaan MNC di Host 
Country (negara tujuan) tidak lepas dari isu saling membutuhkan, dimana baik 
pihak MNC maupun Host Country sama-sama memiliki kepentingan. Disatu sisi, 
MNC berkepentingan untuk mendapatkan akses sumber-sumber bahan mentah 
Dan tuntutan mobilitas untuk dapat menyalurkan produk-produknya ke berbagai 
belahan dunia. Mobilitas ini memberikan suatu keuntungan bagi MNC dimana 
mereka dapat menentukan lokasi-lokasi mana yang paling menguntungkan terkait 
dengan dua motif yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan dari sisi Host 
Country, tawaran akan pendapatan sektor pajak atas masuknya MNC dan juga 
tersedianya lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi jumlah angka 
pengangguran membuat Host country saling berkompetisi satu sama lain untuk 
mengundang masuknya MNC ke negara mereka (Pakpahan, 2007, hal. 220).  
Namun, aktivitas MNC tidak selalu menguntungkan bagi pihak host country 
terutama bagi negara berkembang, Hal ini disebabkan oleh keadaan negara 
berkembang/ negara Dunia Ketiga pasca kolonial yang masih tertinggal jauh 
dibandingkan dengan angka rata-rata pertumbuhan di negara maju (Sorensen, 
2009, hal. 259). Banyak negara Dunia Ketiga menemui kesulitan dalam memulai 
menjalankan pembangunan ekonominya sehingga masuknya MNC dianggap 
4 
 
hanya akan memberikan dampak negatif dimana masyarakat tradisional negara 
Dunia Ketiga masih belum mengerti akan teknologi yang dibawa oleh MNC serta 
keadaan politik yang belum stabil membuat negara sulit mengawasi aktivitas 
MNC yang rentan terhadap aktivitas perusakan lingkungan dan ekploitasi alam 
secara berlebihan.  
Aktifitas MNC yang mengekplorasi sumber daya alam telah membawa 
dampak buruk terhadap keamanan lingkungan. Eksplorasi sumber daya alam yang 
mereka lakukan tanpa diimbangi tanggunjawab menjaga kestabilan lingkungan, 
telah membawa berbagai dampak penyakit lingkungan hidup yang sedemikian 
akutnya. Fenomena inilah yang akan digali lebih lanjut mengenai 
ancaman Environmental security yang dialami Indonesia terhadap keberadaan 
berbagai MNC. 
Salah satu MNC yang membuka cabangnya ada di Indonesia adalah 
Newmont Mining Corporation. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1921 di New 
York oleh Kolonel William Boyce Thompson sebagai perusahaan induk untuk 
melakukan investasi dalam perusahaan-perusahaan mineral, minyak, dan 
perusahaan-perusahaan terkait lainnya di seluruh dunia. Pada 1929, Newmont 
menjadi perusahaan tambang dengan produksi emasnya yang pertama dengan 
mengakuisisi Empire Star Mine di California dan menjadi perusahaan produsen 
emas kedua terbesar dunia. Pada 1939, Newmont mengoperasikan 12 tambang 
emas di Amerika Utara. Tahun berikutnya, O'okiep Copper Company beroperasi 
penuh di Afrika Selatan. O'okiep menjadi basis Newmont untuk akhirnya menjadi 
produsen tembaga terbesar ketiga di dunia, yang melibatkan delapan operasi 
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tembaga di seluruh dunia. Kini, Newmont Mining Corporation memiliki tambang 
aktif yang tersebar diberbagai wilayah yaitu Kanada, Bolivia, Australia, 
Indonesia, Selandia Baru, Turki, Peru dan Uzbekistan (Newmont Mining 
Corporation, Official Website, 2017). 
PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) merupakan anak perusahaan 
Newmont Mining Corporation yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang 
ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. PT.NNT merupakan perusahaan 
join venture yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership BV 
(Newmont Indonesia Limited & Nusa Tenggara Mining Corporation BV), PT 
Pukuafu Indah, PT Multi Daerah Bersaing, dan PT Indonesia Masbaga Investama 
(PT. Newmont Nusa Tenggara, Document Website, 2013,hal.3). Pada 1990, PT 
NNT menemukan cebakan tembaga porfiri yang kemudian diberi nama Batu 
Hijau. Setelah melalui pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun serta 
disetujui oleh Pemerintah Indonesia maka pembangunan Proyek Batu Hijau 
dimulai pada 1997. Proyek dengan total biaya sebesar US$ 1,8 M ini selesai pada 
1999. PTNNT mulai beroperasi penuh pada bulan Maret 2000. Tambang Batu 
Hijau terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Jereweh, 
Maluk, dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Indonesia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2016, hal. 
50).  
Sebagai langkah awal pendirian PT NNT, Kabupaten Sumbawa Barat harus 
merelakan hutan yang ada untuk membuka lahan seluas 2.532 hektar (PT. 
Newmont Nusa Tenggara, Document Website, 2013,hal.8) dari total luas wilayah 
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kontrak karya dengan prospek  seluas +/- 87.540 Ha berdasarkan Keputusan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 313.k/30/DJB/2009 tanggal 18 
Juni 2009. Hal ini secara langsung telah merusak lingkungan hidup yang ada. 
Selanjutnya setelah tambang resmi beroperasi, muncul persoalan baru mengenai 
pembuangan limbah pabrik. Setelah melakukan pengujian teknis, akhrinya 
PT.NNT menerapkan sistem Sistem Penempatan Tailing Laut Dalam (DSTP) 
untuk mengelola dan menempatkan limbah tailing di bawah wilayah laut yang 
produktif secara biologis (PT. Newmont Nusa Tenggara, Document Website, 
2013,hal.7). Sistem pembuangan limbah seperti ini sangat mengkhawatirkan 
apabila tidak disertai dengan pengecekan secara berkala. Terlebih lagi citra nama 
besar Newmont Corp pernah tercoreng akibat terpaan isu pencemaran teluk buyat 
yang disinyalir merupakakn akibat dari kelalaian sistem pembuangan limbah oleh 
PT. Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara, membuat masyarakat sekitar 
khawatir hal tersebut terjadi di wilayah Sumbawa Barat. 
Melihat munculnya kekhawatiran dari berbagai pihak, PT.NNT sebagai 
MNC di tuntut untuk melindungi masyarakat dari ekses negatif hasil aktivitas 
perusahaan. Hal ini sesuai dengan devinisi CSR yang dikemukakan oleh keith 
Davis dan Robert Blomstrom yang menyebutkan bahwa: “Social Responsibility is 
the obligation of decision makers to take actions which protect and improve the 
welfare of society as a whole along with their own interests”. Pengertian CSR 
yang dikemukakan oleh Davis dan Blomstrom ini menyiratkan bahwa selain 
tanggungjawab untuk pengembangan masyarakat, MNC juga berkewajiban untuk 
melindungi masyarakat. oleh karen itu, sebagai wujud tanggungjawab sosial 
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terhadap lingkungan, PT.NNT menjalankan environment sustainability program 
dimana program ini merupakan program berkelanjutan yang berkonsentrasi pada 
pengelolaan mutu air, udara, iklim, biodiversity, manajemen limbah, dan 
reklamasi hutan (Newmont Mining Corporation, Official Website, 2017).  
Dengan adanya Environment Sustainability Program yang dijalankan oleh 
PT.NNT, diharapkan program tersebut bisa menjadi jawaban atas segala 
kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan dampak buruk dari adanya 
aktivitas tambang di masa mendatang serta menjadikan PT.NNT lebih serius 
dalam pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikorbankan untuk kegiatan 
produksi.  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Penulis 
tertarik untuk membahas  “Strategi Penanganan Masalah Lingkungan Hidup 
di Kabupaten Sumbawa Barat Melalui Environment Sustainability Program 
oleh PT. Newmont Nusa Tenggara’’ 
B. Batasan dan Rumusan Masalah  
Penelitian ini berfokus pada strategi PT.NNT dalam menangani masalah 
lingkungan hidup yang muncul akibat aktivitas perusahaan melalui Environment 
Sustainability Program di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012. Dengan 
batasan tersebut, berikut formulasi rumusan masalah dalam penelitian ini :  
a. Apa dampak operasi tambang PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap 
lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat? 
b. Bagaimana strategi PT Newmont Nusa Tenggara dalam menangani masalah 
lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat melalui Environment 
Sustainability Program?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dampak operasi tambang PT. Newmont Nusa 
Tenggara terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat. 
2. Untuk mengetahui strategi PT Newmont Nusa Tenggara dalam 
menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat 
melalui Environment Sustainability Program. 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi 
akedemisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa 
dalam mengkaji dan memahami bentuk tanggung jawab sosial MNC 
terhadap masyarakat. 
2. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, 
baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-
pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional 
tentang strategi penanganan masalah lingkungan hidup di kabupaten 
Sumbawa Barat melalui Environment Sustainability Program oleh PT. 
Newmont Nusa Tenggara. 
D. Kerangka Konseptual 
Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis merumuskan kerangka 
konseptual yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan 
dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah konsep MNC dan Host Country, dimana 
9 
 
dalam konsep tersebut CSR (Corporate Social Responsibility) diposisikan sebagai 
suatu sistem yang berguna untuk menyeimbangkan kepentingan MNC maupun 
Host Country sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan 
yang semestinya. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep Environmental 
security dimana konsep tersebut dijadikan sebagai guide line bagi MNC dalam 
menghadapi problematika lingkungan yang timbul akibat aktivitas produksinya. 
1. MNC dan Host Country 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep hubungan antara MNC dan 
Host Country, maka perlu diketahui pengertian MNC itu sendiri. Robert Gilpin  
secara sederhana mengartikan bahwa MNC adalah “a firm of a particular 
nationality with partially or wholly owned subsidiaries within at least one other 
national economy” (Gilpin, 2001, hal. 278). MNC dalam menjalankan bisnisnya 
cenderung untuk terus memperluas pasar ke luar negeri. Sedangkan istilah Host 
Country merujuk pada negara tujuan MNC untuk menempatkan cabangnya. 
Untuk lebih memahami tentang MNC, Michael J. Carbaugh menyebutkan 
sedikitnya ada empat karakteristik dari MNC (Carbaugh, 2014, hal. 296). 
Pertama, MNC disebutkan sebagai suatu perusahaan bisnis yang beroperasi di dua 
atau lebih negara tujuan (Host Country) dimana perusahaan induk MNC tadi 
berada di negara asal MNC (Home Country). Kedua, MNC seringkali melakukan 
kegiatan research and development (penelitian dan pengembangan) di negara 
tujuan (Host Country). Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk menunjang aktivitas 
MNC terutama dalam sektor manufaktur, pertambangan, eksplorasi minyak bumi, 
dan aktivitas bisnis jasa lainnya. Ketiga, sifat kegiatan operasional perusahaan tadi 
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adalah lintas batas negara. Keempat, adanya pemindahan modal yang ditandai 
dengan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari daerah-
daerah yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif atas keberadaan 
MNC. Robert Gilpin mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan FDI adalah 
pendirian anak atau cabang perusahaan asing atau pengambil alihan sebuah 
perusahaan asing (Gilpin, 2001, hal. 279). 
Berbicara mengenai konsep hubungan MNC dan Host Country, tidak dapat 
dilepaskan dari isu saling ketergantungan. Dalam teori Interdependensi, negara 
bukan aktor independen secara keseluruhan, malah negara saling bergantung satu 
sama lainnya. Tidak ada satu negara pun yang secara keseluruhan dapat 
memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya 
dan produk dari negara lainnya (Perwita, 2011, hal. 77). Teori interdependensi 
merupakan turunan dari perspektif liberalisme. Liberalisme interdependensi 
berasumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar 
negara. Aktor transnasional dalam hal ini MNC menjadi semakin penting dan 
kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi 
kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang akan lebih 
kooperatif.  
Hubungan antara MNC dengan Host Country tidak serta merta didasarkan 
pada masalah saling ketergantungan belaka. Perhatian dari negara tujuan untuk 
melindungi industri domestik sering kali membuat negara tujuan mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang mengatur aktivitas MNC dan juga kebijakan 
proteksionisme (Pakpahan, 2007, hal. 222). Kebijakan proteksionisme  harus 
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dilakukan demi mengatasi berbagai hal yang mungkin muncul dikarenakan 
adanya aktvitas ekonomi internasional. Menurut Hamilton seharusnya pemerintah 
suatu negara melakukan tiga hal terkait perlindungan terhadap industri domestik 
yakni diterapkannya pelarangan impor atas produk-produk yang bisa dihasilkan 
oleh industri lokal, dan penerapan peraturan hukum yang mengatur akan kualitas 
produk sebagai jaminan bagi konsumen (Hadiwinata, 2002, hal. 58). Salah satu 
cara yang digunakan oleh banyak Host Country adalah diwajibkannya MNC 
membuka kepemilikan sahamnya kepada masyarakat lokal dan juga adanya aturan 
yang menyebutkan bahwa produk yang dihasilkan haruslah mengandung sekian 
persen kandungan lokal. 
MNC memiliki dua alasan mengapa harus mengembangkan bisnisnya 
(Pakpahan, 2007, hal. 220). Pertama, akses kontrol untuk mendapatkan sumber-
sumber bahan mentah. Dan kedua adalah tuntutan mobilitas untuk dapat 
menyalurkan produk-produknya ke berbagai belahan dunia. Mobilitas ini 
memberikan suatu keuntungan bagi MNC dimana mereka dapat menentukan 
lokasi-lokasi mana yang paling menguntungkan terkait dengan dua motif yang 
sudah disebutkan di atas. Selain itu, ketersediaan SDM (sumber daya manusia) 
berupa buruh yang lebih murah dibandingkan dengan negara asalnya menjadi 
pemicu MNC untuk terus berkembang dan menanamkan modalnya di negara lain. 
Sedangkan dari sisi Host Country, Hadirnya MNC di suatu negara 
memberikan beberapa dampak positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru 
dan juga mengurangi jumlah angka pengangguran. Selain itu, masuknya MNC 
memberikan fasilitas produksi yang baru, proses transfer teknologi, dan juga 
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sistem manajemen baru diperkenalkan pada host country. Hasil dari proses ini 
adalah adanya peningkatan skill para tenaga kerja. Selain itu, keberadaan MNC 
akan memicu semangat kerja industri lokal  terutama mereka yang memasok 
bahan-bahan mentah ke MNC tadi. Itulah sebabnya banyak negara yang 
mengeluarkan kebijakan proteksionisme berupa aturan kandungan lokal atas suatu 
produk harus mencapai ukura tertentu. Dengan adanya kebijakakn seperti ini, 
industri-industri lokal akan tetap hidup. Masuknya MNC juga dianggap mampu 
meningkatkan kas negara dengan adanya pajak insentif yang harus dibayarkan 
oleh MNC tadi. Dengan adanya pemasukan dari sektor pajak, rencana 
pembangunan di Host Country akan dapat terealisasi. 
Melihat berbagai keuntungan dari keberadaan suatu MNC membuat Host 
country (Negara Tujuan) saling berkompetisi satu sama lain untuk mengundang 
masuknya MNC ke negara mereka. Masing-masing Host Country berusaha 
menyediakan iklim investasi yang konsudif bagi masuknya investor asing. Iklim 
investasi yang dimaksud meliputi kebijakan fiskal (pajak) dan moneter (tingkat 
suku bunga) yang menarik bagi para investor asing, tersedianya fasilitas 
infrastruktur yang memadai serta jaminan hukum dan keamanan. 
Namun, masuknya MNC ke suatu negara tidak serta merta berdampak pada 
kemajuan ekonomi negara tersebut. Kaum merkantilisme menyatakan bahwa 
dengan masuknya MNC di host country, MNC memiliki potensi untuk 
menguntungkan pembangunan host country, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. 
Di negara-negara lemah dengan perekonomian lokal yang tidak berkembang 
MNC akan secara total mendominasi host country, dan hal itu tidak membantu 
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untuk memperkuat industri lokal. Sedangkan di negara yang kuat dengan 
beberapa industri lokal, investasi MNC dapat membantu dalam meningkatkan 
usaha lokal dalam teknologi dan sebaliknya, dan dengan demikian sangat 
membantu dalam mengembangkan perekonomian host country (Sorensen, 2009, 
hal. 264). Dengan kata lain, MNC tidak akan membawa pembangunan ekonomi 
pada host country dengan sendirinya, harus ada keseimbangan dalam bentuk 
industri lokal dan pemerintah host country cukup kuat mengawasi kegiatan MNC.  
MNC menerapkan investasi langsung ke Host Country dalam bentuk 
kepemilikan saham yang dalam teori interdependensi, MNC memiliki 
konsekuensi yaitu diperlukan adanya peningkatan kendali dan keterlibatan 
investor secara langsung dalam pengelolaan investasinya. Keterlibatan investor 
dalam hal ini MNC dalam pengelolaan investasinya dapat berupa pembayaran 
pajak insentif kepada pemerintah serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 
yang tertuang dalam program CSR. 
Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam 
serta berada di posisi atas sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia 
menjadikan indonesia sebagai sasaran para investor untuk menanamkan 
investasinya. Hal ini dikarenakan banyaknya SDA yang tersedia berarti banyak 
sumber bahan mentah yang siap diolah. Selain itu, banyaknya penduduk sangat 
menjanjikan bagi MNC yang ingin merekrut tenaga kerja lokal dengan bayaran 
yang lebih murah. 
Dalam konsep hubungan MNC dan Host Country, indonesia memiliki 
bargaining position dimana MNC bukanlah satu-satunya pihak yang mendapatkan 
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keuntungan namun, ada kebijakan pemerintah yang perlu ditaati agar keuntungan 
yang didapatkan bisa memberikan manfaat bagi kedua pihak. Seperti yang 
tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan 
batubara. Selanjutnya, bentuk tanggungjawab MNC kepada Indonesia berupa 
pembayaran pajak dan tanggungjawab sosial (CSR) dalam lingkup ekonomi, 
pendidikan, kesehatan dan lingkungan. 
2. Environmental security 
Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan 
politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek lainnya. Isu lingkungan hidup 
pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 
1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, 
Swedia. Salah satu hal yang menjadikan isu lingkungan hidup menjadi isu global 
tidak terlepas dari peran aktor non-negara dalam hal ini MNC, dimana MNC 
Sebagai agen kapitalisme yang mengekplorasi sumber daya alam telah membawa 
dampak buruk terhadap keamanan lingkungan. Eksplorasi sumber daya alam yang 
mereka lakukan tanpa diimbangi tanggunjawab menjaga kestabilan lingkungan, 
telah membawa berbagai dampak penyakit lingkungan hidup. Fenomena inilah 
yang akan digali lebih lanjut mengenai ancaman Environmental security.  
Memahami fenomena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh dampak 
MNC akan lebih komprehensif dengan memahami terlebih dahulu cakupan dasar 
pendekatan keamanan lingkungan hidup / Environmental security (ES). Banyak 
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definisi yang digagas para Scholars yang terjun dalam kajian ES ini. Mengingat 
tema-tema ES baru bermunculan pasca Perang Dingin, pada era inilah lanskap 
perhatian masyarakat global, baru tertuju pada isu-isu yang terkait lingkungan 
hidup. 
Pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), telah menggagas 
Konferensi Stockholm dengan tema Conference on the Human 
Environment dengan salah satu isi deklarasinya. “Manusia adalah ciptaan 
sekaligus pencipta lingkungannya, yang memberinya kelebihan fisik dan 
kemampuan-kemampuan dalam hal kecerdasan berpikir, moral, sosial dan 
pertumbuhan rohani”. Meskipun demikian, sepertinya masyarakat internasional 
belum mengalihkan perhatianya pada isu lingkungan hidup. Perang, konflik 
perbatasan, dan isu seputar ideologi masih mendominasi isu dan percaturan 
global. Istilah ES kemudian mulai dipakai oleh para Scholars semenjak pertama 
kali dipidatokan oleh Svensson, baru setelah enam belas tahun kemudian di kota 
yang sama tepatnya dalam presentasinya yang bertajuk  “Environmental 
security: A Concept  International Conference on Environmental Stress and 
Security”, istilah ES semakin ramai digunakan. 
E. Metode Penelitian  
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif- 
analitik yaitu berusaha menggambarkan bagaimana dampak dari beroperasinya 
tambang milik PT.NNT di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap lingkungan hidup, 
kemudian menganalisis bagaimana PT.NNT bertanggung jawab atas hal tersebut 
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dengan cara merumuskan program-program bidang pengelolaan lingkungan 
hidup. 
2. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah 
pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah 
literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel 
yang berkaitan dengan masalah tersebut baik berupa cetak maupun online. 
Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
dan data dalam penelitian yakni :  
a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Makassar 
b. Dinas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Taliwang 
c. Departemen Social Respons, planning and development PT 
Newmont Nusa Tenggara 
3. Jenis Data 
Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, 
majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, data yang 
dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif yaitu data 
yang penulis dapatkan bukan berbentuk numeric atau data-data yang berbentuk 
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angka melalui beberapa faktor-faktor yang relevan dengan penelitian ini. Adapun 
dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif 
memperkuat analisis kualitatif. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan  oleh  penulis  ialah  metode  deduktif, 
yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian 
menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu juga pernah membahas mengenai tanggung 
jawab MNC atas eksploitasi lingkungan terhadap Host Country. Maka  dari itu, 
penulis menjadikan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
topik yang akan diteliti penulis sebagai referensi atau rujukan dalam penulisan 
skripsi ini. Adapun,  hasil penelitian yang penulis review sebagai literatur dalam 
penulisan skripsi ini yaitu Pertama, tulisan Nur Isdah Idris dalam jurnal Wanua 
Hubungan Internasional FISIP UNHAS dengan judul “Buyat Case : An Advocacy 
Against the Giant PT International Newmont “ dimana penulis menganalisa 
tentang bagaimana signifikansi dari koalisi akademisi, NGO, Pemerintah, peneliti 
dan media dapat berhasil mengembalikan hak komunitas serta menjaga 
lingkungan dari kerusakan akibat aktifitas tambang menggunakan konsep 
“Networking Among Advocate”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Kasus teluk buyat merupakan salah satu contoh kesuksesan dari “networking 
among advocate” dimana masyarakat teluk buyat berjuang melawan PT Newmont 
Minahasa Raya yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan akibat sistem 
pembuangan Tailing (Limbah). Relasi antara berbagai NGO berhasil mendesak 
pihak pemerintah dan PT NMR untuk memberikan perhatian terhadap kasus teluk 
buyat dengan tetap berpihak pada masyarakat serta membuat kebijakan yang 
berkonsentrasi pada efek lingkungan. Selain itu, relasi antar NGO ini berhasil 
menarik perhatian masyarakat dari tingkat nasional hingga internasional untuk 
turut mengawal proses penyelesaian kasus tersebut (Idris, 2015, hal. 48-56). 
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Kedua, Penelitian oleh Ulil Amri dalam jurnal kajian wilayah LIPI dengan 
judul “Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Keamanan 
Manusia di Asia-Pasifik: Kasus China dan Papua Nugini” dimana penulis 
mengkaji salah satu agen utama dalam globalisasi yaitu MNC yang bergerak di 
sektor pertambangan antara lain BHP Billiton, Eldorado, Newmont Mining Corp, 
dan Rio Tinto yang beroperasi di China dan Papua Nugini di nilai sebagai pihak 
yang bertanggung  jawab atas munculnya masalah lingkungan yang mengancam 
kehidupan manusia di kedua negara tersebut. Adapun konsep yang digunakan 
adalah konsep globalisasi dan human security. Penelitian ini selanjutnya berfokus 
pada kebijakan pemerintah dari kedua negara dalam menyelesaikan persoalan 
tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan ini 
bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Namun sayangnya kebijakan 
yang ada dijalankan dengan setengah hati. Baik di China maupun Papua Nugini 
sebenarnya sudah mempunyai cukup banyak perangkat hukum yang mengatur 
hubungan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi, 
perangkat-perangkat tersebut tidak cukup mampu mengatasi persoalan degradasi 
lingkungan di negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, komitmen 
mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang ada perlu dilakukan dengan 
sepenuh hati. Jika tidak, sampai kapanpun, degradasi lingkungan dan ancaman 
terhadap keamanan manusia di dua negara tersebut akan terus terjadi (Amri, 2011, 
hal. 56-68). 
Ketiga, penelitian oleh Ratih Hamsky dalam eJournal HI FISIP UNMUL 
dengan judul “Dampak Operasional PT. Freeport Terhadap Kehidupan Suku 
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Kamoro”. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana sistem pembuangan 
limbah hasil operasional PT. Freeport memberikan dampak buruk terhadap 
lingkungan seperti kerusakan ekosistem, bahan makanan, hasil hutan, terumbu 
karang, dan sumber air bersih. Penelitian ini menggunakan konsep climate change 
dan CSR. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa benar adanya 
PT.Freeport telah memberikan dampak tidak hanya dalam sektor ekonomi dan 
sosial, namun juga sektor lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan oleh 
PT.Freeport untuk menanggulangi masalah tersebut ialah dengan cara teknis 
menggunakan bahan kimiawi untuk menetralisir zat beracun yang berasal dari 
limbah. Selain itu, upaya non teknis yang dilakukan ialah dengan menerapkan 
komponen tanggungjawab sosial (CSR). Upaya penanggulangan masalah 
lingkungan tidak hanya dari pihak PT. Freeport saja, pihak pemerintah Indonesia 
juga turut andil dengan cara menghimbau, menyelidiki, hingga memberikan 
peringatan (Hamsky, 2014, hal. 412-426). 
Melanjutkan penelitian-penelitian diatas, penulis akan meneliti masalah 
yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai “Strategi penanganan masalah 
lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat melalui environment sustainability 
program oleh PT. Newmont Nusa Tenggara” Namun, adapun diferensiasi 
penelitian penulis dengan hasil penelitian-penelitian diatas adalah studi kasus 
yang berbeda yang lebih spesifik kepada bagaimana strategi MNC dalam hal ini 
PT.Newmont Nusa Tenggara dalam menangani masalah lingkungan yang timbul 
dari aktivitas tambang perusahaan, teori yang penulis gunakan ialah konsep relasi 
MNC dan Host Country dan konsep Environmental security untuk melihat 
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bagaimana hubungan antara MNC dan Host Country yang idealnya menciptakan 
suatu hubungan saling menguntungkan, namun di sisi lain keberadaan MNC 
justru berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena 
itu, peran MNC dituntut untuk bertanggung  jawab atas potensi dampak negatif 
tersebut. 
B. Konsep MNC dan Host Country 
Perkembangan dunia yang semakin kompleks saat ini, kerjasama yang baik 
dibidang ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun pendidikan yang terjadi 
antarnegara masih sangat diperlukan. Hal ini didorong terutama karena satu 
negara dengan negara lain saling membutuhkan satu sama lain terutama kerjasama 
dibidang ekonomi dan politik. Sulit untuk membayangkan dunia tanpa politik dan 
ekonomi karena kedua aspek tersebut saling bersinggungan satu sama lain dan 
sering menjadi pokok bahasan penting dalam studi hubungan internasional. Salah 
satu perkembangan dunia ekonomi politik internasional paska Perang Dunia II 
adalah kemunculan Multinational Corporation (MNC). MNC adalah sebuah 
perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara 
tetapi memiliki kantor cabang di baik di negara maju maupun negara berkembang. 
MNC merupakan aktor non negara (non-state actor) dalam konstelasi 
internasional yang perkembangannya menarik para scholars dalam hubungan 
internasional untuk menelitinya (Lairson & Skidmore, 2003, hal.81). 
     Harry Magdoff memandang kelahiran MNC sebagai sebuah evolusi 
terbaru dari dunia kapitalis. Kelahiran MNC ini dapat dipahami dari catatan-
catatan yang ditulis oleh Marx mengenai perilaku-perilaku kaum kapitalis 
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(Magdoff, 1978, hal. 165). Menurut Marx, inti sentral dari kelahiran MNC, 
ditandai oleh beberapa faktor, diantaranya adalah (1) Kondisi perusahaan kapitalis 
memaksa perusahaan individu perlunya untuk semakin memperluas jaringan 
mereka. Perkembangan produksi kapitalis yang semakin tumbuh signifikan, 
membuat mereka “dipaksa” untuk terus meningkatkan jumlah modal kapital 
mereka. (2) Proses akumulasi modal dapat dilakukan melalui dua bentuk yang 
saling berkaitan satu sama lain yaitu penyebaran produksi dalam skala besar dan 
kombinasi perusahaan melalui merger dan akuisisi. Dan (3) pasar menyediakan 
dasar dan elemen penting dari produksi kapitalis. Faktanya adalah, kapitalisme 
lahir di masa revolusi industri pada abad ke-16 dan awal abad ke-17- sebuah 
revolusi yang dihasilkan pasar global, berpusat pada kebutuhan dan keinginan 
bangsa-bangsa eropa barat. Inti utama atribut dari MNC sendiri adalah perluasan 
investasi, konsentrasi kekuasaan perusahaan, dan pertumbuhan pasar dunia 
(Magdoff, 1978, hal.166-167) 
     Upaya untuk mengatasi kemunculan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) 
dan kesulitan pembayaran juga ikut mempengaruhi perkembangan penting 
ekonomi Amerika Serikat dan dunia ekonomi lainnya yang mana memunculkan 
aktor-aktor transnasional baru yaitu MNC dan munculnya pasar kapital ekonomi 
internasional yang baru. Fitur utama dari MNC adalah investasi langsung ke luar 
negeri yang dirancang untuk menentukan dan mengatur produksi dan / atau unit 
distribusi. Pergerakan kekuatan ekonomi Amerika Serikat paska Perang Dunia II 
semakin pesat dimana pada 52% investasi luar negeri berada ditangan perusahan 
MNC Amerika Serikat (Magdoff, 1978,hal.170). Kelahiran MNC sendiri 
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merupakan salah satu alat hegemoni AS disektor perekonomian saat itu dan 
memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi dunia (Lairson & 
Skidmore, 2003, hal. 83). 
Terdapat beberapa faktor utama lainnya yang menyebabkan kemunculan 
perusahaan MNC Amerika Serikat dan bentuk baru dari operasi kapitalis 
internasional menurut Harry Magdoff, diantaranya adalah (1) sistem pembayaran 
internasional, dimana dulunya sistem pembayaran internasional berfokus pada 
pasar uang London ketika Inggris masih menjadi hegemon di abas ke-19 namun 
setelah Perang Dunia II terutama ketika munculnya sistem pembayaran 
internasional baru yang terangkum dalam Bretton Woods System memberikan 
kesempatan lebih bagi Amerika Serikat dalam mengembangkan investasi luar 
negeri mereka dalam pasar internasional (Magdoff, 1978, hal. 171). (2) Adanya 
kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang didorong oleh Marshall Plan, 
yang telah dilakukan sebagian besar untuk membangun kembali dan memperkuat 
kapitalisme Eropa sebagai sekutu politik dan militer Amerika Serikat berhasil 
dalam meningkatkan jumlah perusahaan-perusahaan multinasional baik dari 
Amerika Serikat maupun di Eropa itu sendiri. (3) Pemberian bantuan program 
militer dan ekonomi juga ikut memberikan pengaruh besar bagi Amerika Serikat 
untuk menanamkan modal investasi di negara yang dituju tersebut. (4) Perang 
Dunia II dan paska Perang Dunia II membangkitkan sebuah perubahan baru 
dalam dunia bisnis dan teknologi yang juga memberikan dampak yang signifikan 
bagi pertumbuhan MNC itu sendiri (Magdoff, 1978, hal. 172-173). 
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    Terlepas dari segala perkembangan MNC terutama paska Perang Dunia 
II, muncul kontroversi dari kelahiran MNC itu sendiri dimana adanya 
perkembangan MNC akan menyebabkan peran negara sebagai aktor utama dalam 
konstelasi internasional akan menurun. Terdapat dua proposisi yang menyatakan 
bahwa MNC mengikis peran negara diantaranya adalah definisi kepentingan 
nasional dan kemampuan negara dalam mengontrol ekonomi. Pertama definisi 
kepentingan nasional dimana konsep kepentingan nasional ini akan berubah 
seiring dengan masuknya pengaruh asing ke dalam wilayah suatu negara. Salah 
satu pengaruh asing yang dapat mempengaruhi perubahan kepentingan nasional 
adalah kedatangan MNC itu sendiri (Magdoff, 1978, hal.186). Dan yang kedua 
adalah kedaulatan negara dimana peran negara mulai menurun dalam hal 
mengatur kondisi perekonomian dan moneter dalam negeri mereka seperti, 
mengontrol suku bunga, kebijakan fiskal, dll (Magdoff, 1978, hal.188). 
Permasalahan-permasalahan seperti ini lebih banyak ditemui di negara-negara 
dunia ketiga. Pengaruh asing seperti datangnya MNC memiliki pengaruh dalam 
menciptakan keseimbangan kekuatan ekonomi dan kekuatan di negara tersebut. 
Salah satu bentuk kontribusi MNC di negara-negara ketiga tersebut salah satunya 
adalah meningkatkan arus impor dan ekspor (Magdoff, 1978, hal. 190). 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep hubungan antara MNC dan 
Host Country, maka perlu diketahui pengertian MNC itu sendiri. MNC 
sesungguhnya belum memiliki definisi yang baku, dalam arti belum ada suatu 
kesatuan pandang dari para penstudinya. MNC mengandung pengertian suatu 
25 
 
perusahaan yang bergerak atau beroperasi di luar negerinya sendiri dengan saham 
yang terdiri dari beberapa negara (Lebih dari satu negara). 
Robert Gilpin  secara sederhana mengartikan bahwa MNC adalah “a firm of 
a particular nationality with partially or wholly owned subsidiaries within at least 
one other national economy” (Gilpin, 2001, hal. 278). MNC dalam menjalankan 
bisnisnya cenderung untuk terus memperluas pasar ke luar negeri. Sedangkan 
istilah Host Country merujuk pada negara tujuan MNC untuk menempatkan 
cabangnya. 
Untuk lebih memahami tentang MNC, Michael J. Carbaugh menyebutkan 
sedikitnya ada empat karakteristik dari MNC (Carbaugh, 2014, hal. 296). 
Pertama, MNC disebutkan sebagai suatu perusahaan bisnis yang beroperasi di dua 
atau lebih negara tujuan (Host Country) dimana perusahaan induk MNC tadi 
berada di negara asal MNC (Home Country). Kedua, MNC seringkali melakukan 
kegiatan research and development (penelitian dan pengembangan) di negara 
tujuan (Host Country). Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk menunjang aktivitas 
MNC terutama dalam sektor manufaktur, pertambangan, eksplorasi minyak bumi, 
dan aktivitas bisnis jasa lainnya. Ketiga, sifat kegiatan operasional perusahaan tadi 
adalah lintas batas negara. Keempat, adanya pemindahan modal yang ditandai 
dengan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari daerah-
daerah yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif atas keberadaan 
MNC. Robert Gilpin mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan FDI adalah 
pendirian anak atau cabang perusahaan asing atau pengambil alihan sebuah 
perusahaan asing (Gilpin, 2001, hal. 279). 
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Dr. Sumantoro dalam tulisannya mengenai MNC/TNC memandang MNC 
dari berbagai aspek. Dari segi politik, fokus sentral kepada MNC sebagai subjek 
dalam hubungan internasional, terkait dengan kekuatan politiknya di tingkat 
nasional dan internasional, serta pola manajemennya yang terpusat sehinnga 
membawa pengaruh pada penguasaan informasi sebagai kekuatan politik, pun 
kekuatan ekonomi bagi perusahaan tersebut terhadap pihak yang dihadapinya. 
Dari segi hukum, fokus sentralnya terletak pada MNC sebagai badan hukum yang 
dapat merupakan cabang, usaha patungan atau perusahaan yang dimiliki umum 
(public company). Juga struktur pemilikan usaha, anggaran dasar perusahaan, 
bentuk hukum pengelolaannya serta penyelesaiannya jika ada sengketa hukum. 
Hal yang terakhir ini juga terkait dengan masalah yuridiksi hukum negara 
penerima modal. Dari segi ekonomi, fokus sentralnya pada aspek-aspek faktor 
produksi, modal keahlian manajemen dan keahlian teknologi, serta praktek-
praktek usaha yang terkait dengan persaingan, besranya pasar, monopoli, dan 
sebagainya. 
Pandangan seperti itu pada dasarnya mengambil sejumlah definisi yang 
dikemukakan oleh beberapa pakar hukum seperti: Clive Schmithoff, definisi yang 
dikemukakan oleh kalangan PBB /Group of Eminet Persons, kalangan OECD, dan 
Dr. Ignaz.S. Hohenveldern. Dari sejumlah definisi yang beraneka ragam itu, pada 
prinsipnya Sumantoro mengajukan isu yang menjadi pusat perhatiannya dari 
masalah-masalah MNC, khususnya di negara-negara penerima modal yang 
dipahami sebagai: 
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a. Perusahaan cabang, yang merupakan cabang yang tidak terpisahkan 
dengan MNC induknya.  
b. Perusahaan pemilikan subordinari, yang merupakan anak perusahaan yang 
berbadan hukum sendiri. Saham perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh 
perusahaan induk.  
c. Perusahaan patungan (joint venture) merupakan perusahaan yang saham-
sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.  
d. Perusahaan yang berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang 
oleh masyarakat (perusahaan yang go public atau public company). 
Bentuk lainnya yang pembentukannya didasrkan pada ketentuan 
perundangan yang ada, seperti bidang perbankan, pertambangan minyak 
dan gas bumi dan perdagangan atau jasa lainnya. 
    Sementara itu ada beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh penulis-
penulis ekonomi politik, diantaranya adalah Stephen Gilland dan David Law. 
Sedangkan dari beberapa pandangan lainnya tentang pengertian, definisi, dan 
istilah yang digunakan umum bagi MNC ini banyak disebut-sebut sebagai: direct 
invesment, international bussiness, the international firm, the international 
corporated group, the multinational enterprise, la grande enterprise 
plurinationale, la gan unite plurinationale dan the US corporate monster, serta 
sejumlah nama lain untuk menyebut hal serupa. Sementara itu, apabila mengambil 
pemahaman menurut penggolongannya. Prof. John Dunning, memberikan 
beberapa kriteria membedakan MNC atas empat bentuk, yaitu: 
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a. Multinational Producting Enterprise (MPE), yakni perusahaan yang 
memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi lebih dari satu 
negara. 
b. Multinational Trade Enterprise (MTE), yaitu semata-mata bergerak 
dalam bidang perdagangan dengan menjual barang yang diproduksi 
di dalam negeri, langsung kepada badan usaha atau orang di negeri 
lain. 
c. Multinational Internationally owned enterprise (MOE). 
d. Mutinational (Financial) controlled enterprise (MCE); sebagaimana 
MOE, MCE yang diawasi oleh lebih dari satu negara. 
    Menurut penggolongan yang dilakukan oleh Dunning ini, sebagian besar 
perusahaan raksasa yang tergolong sebagai MOE seperti contohnya pada 
Unilever, Royal Dutch/Shell, dan lain-lain. Dan apabila melihat kepada pengertian 
dari definisi yang diajukan oleh Sanjaya Lall ataupun Paul Streeten yang pada 
prinsipnya menekankan masalah-masalah MNC dalam perspektif ekonomis, 
organisasional dan motivasional. Pemahaman secara ekonomis adalah memberi 
penekanan kepada segi ukuran, penyebaran geografis dan tingkat keterlibatannya 
di luar negeri. Dari sini kemudian diperoleh suatu pengertian umum mengenai 
MNC yang berbeda dengan: Perusahaan besar domestik yang sedikit melakukan 
investasi di luar negeri. Perusahaan domestik yang mungkin melakukan investasi 
di luar negeri tetapi dalam unit ekonomi yang lebih kecil. Perusahaan besar yang 
melakukan investasi di luar negeri tetapi hanya di satu atau dua negara saja. 
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Investor besar portofolio yang tidak berusaha mengontrol investasinya dan 
mengambil resiko kewiraswastaan. 
Berbicara mengenai konsep hubungan MNC dan Host Country, tidak dapat 
dilepaskan dari isu saling ketergantungan. Dalam teori Interdependensi, negara 
bukan aktor independen secara keseluruhan, malah negara saling bergantung satu 
sama lainnya. Tidak ada satu negara pun yang secara keseluruhan dapat 
memenuhi sendiri kebutuhannya, masing-masing bergantung pada sumberdaya 
dan produk dari negara lainnya (Perwita, 2011, hal. 77). Teori interdependensi 
merupakan turunan dari perspektif liberalisme. Liberalisme interdependensi 
berasumsi bahwa modernisasi akan meningkatkan tingkat interdependensi antar 
negara. Aktor transnasional dalam hal ini MNC menjadi semakin penting dan 
kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi 
kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang akan lebih 
kooperatif.  
Hubungan antara MNC dengan Host Country tidak serta merta didasarkan 
pada masalah saling ketergantungan belaka. Perhatian dari negara tujuan untuk 
melindungi industri domestik sering kali membuat negara tujuan mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang mengatur aktivitas MNC dan juga kebijakan 
proteksionisme (Pakpahan, 2007, hal. 222). Kebijakan proteksionisme  harus 
dilakukan demi mengatasi berbagai hal yang mungkin muncul dikarenakan 
adanya aktvitas ekonomi internasional. Menurut Hamilton seharusnya pemerintah 
suatu negara melakukan tiga hal terkait perlindungan terhadap industri domestik 
yakni diterapkannya pelarangan impor atas produk-produk yang bisa dihasilkan 
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oleh industri lokal, dan penerapan peraturan hukum yang mengatur akan kualitas 
produk sebagai jaminan bagi konsumen (Hadiwinata, 2002, hal. 58). Salah satu 
cara yang digunakan oleh banyak Host Country adalah diwajibkannya MNC 
membuka kepemilikan sahamnya kepada masyarakat lokal dan juga adanya aturan 
yang menyebutkan bahwa produk yang dihasilkan haruslah mengandung sekian 
persen kandungan lokal. 
MNC memiliki dua alasan mengapa harus mengembangkan bisnisnya 
(Pakpahan, 2007, hal. 220). Pertama, akses kontrol untuk mendapatkan sumber-
sumber bahan mentah. Dan kedua adalah tuntutan mobilitas untuk dapat 
menyalurkan produk-produknya ke berbagai belahan dunia. Mobilitas ini 
memberikan suatu keuntungan bagi MNC dimana mereka dapat menentukan 
lokasi-lokasi mana yang paling menguntungkan terkait dengan dua motif yang 
sudah disebutkan di atas. Selain itu, ketersediaan SDM (sumber daya manusia) 
berupa buruh yang lebih murah dibandingkan dengan negara asalnya menjadi 
pemicu MNC untuk terus berkembang dan menanamkan modalnya di negara lain. 
Sedangkan dari sisi Host Country, Hadirnya MNC di suatu negara 
memberikan beberapa dampak positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru 
dan juga mengurangi jumlah angka pengangguran. Selain itu, masuknya MNC 
memberikan fasilitas produksi yang baru, proses transfer teknologi, dan juga 
sistem manajemen baru diperkenalkan pada host country. Hasil dari proses ini 
adalah adanya peningkatan skill para tenaga kerja. Selain itu, keberadaan MNC 
akan memicu semangat kerja industri lokal  terutama mereka yang memasok 
bahan-bahan mentah ke MNC tadi. Itulah sebabnya banyak negara yang 
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mengeluarkan kebijakan proteksionisme berupa aturan kandungan lokal atas suatu 
produk harus mencapai ukura tertentu. Dengan adanya kebijakakn seperti ini, 
industri-industri lokal akan tetap hidup. Masuknya MNC juga dianggap mampu 
meningkatkan kas negara dengan adanya pajak insentif yang harus dibayarkan 
oleh MNC tadi. Dengan adanya pemasukan dari sektor pajak, rencana 
pembangunan di Host Country akan dapat terealisasi. 
Sayangnya, aktivitas MNC tidak serta merta dipandang baik, Hal ini 
disebabkan oleh keadaan negara Dunia Ketiga pasca kolonial yang masih 
tertinggal jauh dibandingkan dengan angka rata-rata pertumbuhan di negara maju 
(Sorensen, 2009, hal. 259). Banyak negara Dunia Ketiga menemui kesulitan 
dalam memulai menjalankan pembangunan ekonominya sehingga masuknya 
MNC dianggap hanya akan memberikan dampak negatif dimana masyarakat 
tradisional negara Dunia Ketiga masih belum mengerti akan teknologi yang 
dibawa oleh MNC serta keadaan politik yang belum stabil membuat negara sulit 
mengawasi aktivitas MNC yang rentan terhadap aktivitas perusakan lingkungan 
dan ekploitasi alam secara berlebihan. 
Masuknya MNC di suatu negara juga tidak lepas dari dampak yang 
ditimbulkan terutama terhadap lingkungan hidup. Penelitian terdahulu 
membuktikan bahwa hadirnya MNC memberikan dampak buruk terhadap 
lingkungan seperti yang terjadi di China dan Papua Nugini dimana mesuknya 
MNC yang bergerak di bidang tambang telah merusak ekosistem yang ada. Selain 
itu contoh kerusakan lingkungan akibat aktivitas MNC juga pernah terjadi di 
Papua Barat dan Sulawesi Utara. Berdasarkan contoh di atas, relasi antara MNC 
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dan Host Country yang idealnya saling menguntungkan, namun bagi pihak Host 
Country, ada dampak serius yang harus didapatkan akibat hubungan tersebut. 
Melihat hal ini, MNC diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata 
namun perlu memberi perhatian lebih terhadap dampak terhadap lingkungan 
sekitar yang timbul akibat aktivitas produksinya. 
C. Environment Security 
Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan 
politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek lainnya. Isu lingkungan hidup 
mulai mendapatkan perhatian dalam tatanan global ketika pemahaman mengenai 
keamanan (security) ini mengalami perubahan. Pada awalnya, pemahaman 
tradisionalis membatasi masalah keamanan hanya pada fenomena yang 
berhubungan dengan militer atau perang dan menempatkan negara sebagai aktor 
utama. Namun demikian, pemahaman yang modern memperluas masalah 
keamanan sehingga mencakup pula  masalah ekonomi, lingkungan, dan 
kemasyarakatan. Aktor utamanya tidak hanya negara namun juga non-negara. 
Studi ini dilaksanakan oleh mazhab Copenhagen School yang dimotori oleh Barry 
Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Dalam perkembangan selanjutnya, Jaap 
de Wilde menyatakan bahwa sejak brakhirnya perang dingin yang diwarnai oleh 
menurunnya ancaman militer, maka rujukan keamanan bagi komunitas 
internasional tidak lagi merujuk pada keamanan militer namun merujuk pada 
keamanan manusia (human security) (Buzan, 1998, hal. 3). 
Menguatnya isu keamanan manusia menjadi perhatian bagi United Nations 
Development Programme (UNDP) yang mengeluarkan laporan tahun 1994 yang 
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berisi tujuh dimensi yang harus menjadi pertimbangan untuk menciptakan 
kemananan manusia, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan 
kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas, dan 
keamanan politik. Dalam konteks ini, maka suatu negara diharuskan 
menrumuskan upaya perlindungan keamanan dari ancaman kemiskinan, krisis 
pangan, penyakit pandemik, kekerasan, konflik, terorisme, dan kerusakan 
lingkungan hidup (Wilde, 2008). 
Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan 
internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya 
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada 
tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Salah satu hal yang menjadikan isu lingkungan 
hidup menjadi isu global tidak terlepas dari peran aktor non-negara dalam hal ini 
MNC, dimana MNC Sebagai agen kapitalisme yang mengekplorasi sumber daya 
alam telah membawa dampak buruk terhadap keamanan lingkungan. Eksplorasi 
sumber daya alam yang mereka lakukan tanpa diimbangi tanggunjawab menjaga 
kestabilan lingkungan, telah membawa berbagai dampak penyakit lingkungan 
hidup. Fenomena inilah yang akan digali lebih lanjut mengenai 
ancaman Environmental security.  
Pada satu sisi kerusakan linkungan hidup di bumi telah semakin kritis, 
namun di sisi lain negara-negara memberi perhatian pada konsep keamanan yang 
terpaku pada perdamaian atau peperangan, yang memunculkan konsep yang 
dikenal dengan nama Environmental security yang memfokuskan pembahasan 
pada tantangan yang melintasi batas negara dan hubungannya dengan kelestarian 
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lingkungan hidup. Konsep Environmental security ini menggarisbawahi bahwa 
ancaman terhadap lingkungan hidup dalam sistem kehidupan global merupakan 
ancaman yang setara bahayanya dengan ancaman konflik bersenjata. Konsep 
Environmental security mengangkat derajat lingkungan hidup terhadap kehidupan 
manusia di taraf global yang sudah sampai pada level membahayakan, yang dapat 
dicatat sebagai tindakan sekuritisasi lingkungan hidup, dan siapa saja yang terlibat 
di dalamnya dikategorikan sebagai aktor sekuritisasi lingkungan hidup. 
Adapun asumsi-asumsi mengenai konsep Environmental security pada 
awalnya masih berkaitan dengan konsep keamanan tradisional, dimana 
perkembangan konflik bersenjata atau lazim disebut sebagai peperangan, 
membawa berbagai pemikiran baru yang dikaitkan dengan pendekatan studi 
keamanan. Pemikiran baru ini sejalan dengan berbagai karakteristik peperangan 
yang membawa tipologi generasi perang semenjak Perang Dunia Pertama sampai 
pada generasi keempat dan kelima atau hybrid warfare. Dalam hal ini, tinjauan 
awal pendekatan studi keamanan pasca perang dingin yang masih berorientasi 
pada negara sebagai obyek referen keamanan, dijelaskan pertama kali oleh 
pendekatan dari Copenhagen School yang dipelopori oleh Buzan, Weaver dan de 
Wilde (1998). Dari pendekatan inilah, maka terjadi diversifikasi obyek kajian 
keamanan tradisional (militer) dan keamanan non-tradisional (non-militer).  
Melalui pendekatan Copenhagen School, pengembangan lebih luas dari 
konsep keamanan oleh Buzan, Waever dan de Wilde terkait dengan analisis 
sektoral keamanan (sectoral analysis security) dan konsep sekuritisasi (concept of 
securitization). Namun keduanya tetap menitikberatkan pada negara sebagai 
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penanggung jawab ancaman keamanan militer dan non-militer. Hal tersebut 
tercermin dari pernyaataan mendasar ketiganya dalam rangka menjawab persoalan 
ontologis seputar: apakah keamanan itu? Jawaban atas pertanyaan ini 
dimanifestasikan ke dalam bentuk ancaman eksistensial (existential threat) dan 
tindakan darurat (emergency measures). Kedua entitas konsep keamanan yang 
diajukan oleh Buzan, Waever dan de Wilde sebagai karakteristik Copenhagen 
School yang terdiri atas keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Sekuritisasi diartikan lebih dari sekedar politisasi keamanan (Buzan, 
1998, hal. 22). 
Menurut Buzan, Waever dan de Wilde secara teori, setiap isu yang 
berkembang di ruang publik dapat ditempatkan dalam spektrum non politisisasi. 
Artinya tidak terkait dengan keamanan negara dan dengan demikian tidak 
memerlukan debat publik dan kebijakan publik. menjadi terpolitisasi ketika 
memasuki ruang debat publik yang membutuhkan keputusan negara/pemerintah 
dan pengalokasian sumber daya pemerintah dalam menyelesasikan isu keamanan 
tersebut. Bisa juga meskipun sangat jarang, membutuhkan keterlibatan 
sekelompok individu yang mewakili negara/pemerintah sehingga memunculkan 
isu sekuriti yang diartikan sebagai isu keamanan yang mewakili suatu ancaman 
eksistensial, membutuhkan tindakan emergensi dan menjustifikasikan segala 
tindakan dan keputusan di luar jangkauan prosedur normal dan proses politik 
formal. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari esensi Copenhagen School 
adalah bahwa sebenarnya keamanan manusia masih menjadi subordinat obyek 
referen keamanan negara. Dalam artian yang sama, negara merupakan subyek 
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politik dari penanggung jawab utama ancaman keamanan manusia di dalam 
negara tersebut. 
Dalam tulisannya yang berjudul Environmental Security (2002), Simon 
Dalby mencoba untuk memetakan hubungan antara masalah lingkungan dengan 
permasalahan geopolitik dan keamanan lintas-negara. Konsep Dalby mencoba 
mempersoalkan konsep keamanan tradisional yang hanya bertumpu pada negara 
dan justru melupakan ancaman-ancaman yang lebih luas terhadap 
keberlangsungan hidup manusia (Dalby, 2002). Dari sini ia melihat bahwa 
Environmental Security bisa jadi lebih luas daripada konsep Human security yang 
diajukan oleh copenhagen school. 
Menurut Agus Purnomo yang pada periode 2005 menjabat sebagai Staf 
Khusus Kementrian Bidang Kerjasama Internasional Kementrian Lingkungan 
Hidup mengatakan "Environmental security adalah konsep keamanan negara yang 
dicapai dengan memerangi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya 
akses terhadap pengetahuan” (Wiguna, 2005) dari sudut pandang ini, tampak 
terlihat bahwasanya kajian ES lebih condong pada aspek-aspek kemanusiaan. 
Berbagai elemen dasar terpenuhinya kebutuhan manusia secara layak akan terus 
mengalami perkembangan menjadi suatu kepentingan tercapainya keamanan 
nasional. Karena dengan kelayakan pola hidup manusia, maka dapat mengeliminir 
kemunculan konflik yang rentan terhadap perusakan kestabilan lingkungan.  
Dalam situsnya Institute for Environmental security menyebutkan 
setidaknya ada empat cakupan kajian dasar yang disoroti ES (Renner, 2006, hal. 
1), yakni sebagai berikut; 
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Pertama, lingkungan adalah isu transnasional paling transnasional, dan 
keamanannya adalah dimensi penting dari perdamaian, keamanan nasional, dan 
hak asasi manusia yang baru sekarang dipahami. Kedua, selama 100 tahun ke 
depan, sepertiga dari penutupan lahan global saat ini akan berubah, dengan dunia 
menghadapi pilihan yang semakin sulit antara konsumsi, layanan ekosistem, 
restorasi, dan konservasi dan pengelolaan. Ketiga, keamanan lingkungan sangat 
penting bagi keamanan nasional, yang terdiri dari dinamika dan interkoneksi 
antara basis sumber daya alam, struktur sosial negara, dan mesin ekonomi untuk 
stabilitas lokal dan regional. Keempat, sementara peran yang tepat dari 
lingkungan dalam perdamaian, konflik, destabilisasi dan keresahan manusia 
mungkin berbeda dari satu situasi ke situasi lain dan karena itu masih 
diperdebatkan terkait dengan variabel keamanan dan konflik lainnya, ada indikasi 
yang semakin meningkat bahwa hal itu semakin menjadi penyebab 
Ketidakstabilan, konflik dan kerusuhan (Institute of Environmental Security, 
2004, hal. 1). 
Keempat poin di atas, menunjukkan sedemikian pentingnya keberadaan 
lingkungan dalam kehidupan manusia, isu-isu lingkungan terus berkembang 
menjadi kajian yang krusial bagi keberlangsungan masa depan peradaban di bumi. 
Oleh karenanya, menjaga aspek keamanan lingkungan, akan selalu terkorelasi 
dengan hak dasar manusia. Isu keamanan lingkungan menjadi sangat sensitif 
karena rentan terhadap konflik. 
Perubahan lingkungan dapat menjadi konsep atau kajian yang disatukan 
dengan keamanan karena banyak peristiwa khususnya mengenai perubahan iklim 
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yang telah menjadi permasalah global. Tadinya manusia berpikir bahwa jika satu 
negara saja yang mengalami polusi maka itu adalah resiko masyarakat negara 
tersebut saja, namun tidak begitu. Keadaan tidak ramah lingkungan yang terjadi di 
negara tersebut telah merusak lingkungan. Lingkungan sendiri adalah unsur yang 
abstrak. Lingkungan adalah sebuah dimensi ruang yang kita tinggal dan hidup di 
dalamnya. Tentu saja jika terjadi kerusakan di dalamnya maka seluruh manusia 
yang hidup di dalamnya akan terkena dampaknya. Jadi tidak hanya satu negara 
saja, tapi dunia. Tidak heran saat terjadi pencemaran lingkungan di Indonesia 
pihak, yang paling agresif melawannya bukanlah masyarakat Indonesia, tapi 
masyarakat internasional yang peduli dengan alam biasanya NGO yang berurusan 
dengan pelestarian alam. 
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BAB III 
. INVESTASI NEWMONT MINING CORP di INDONESIA 
 
A. Sejarah Perkembangan PT.Newmont Nusa Tenggara 
 
1. Profil Perusahaan 
 
Newmont Mining Corporation berbasis di Greenwood village, Colorado, 
USA, merupakan perusahaan tambang yang didirikan pada 1916 oleh Kolonel 
William Boyce Thompson. Newmont memiliki tambang aktif di Nevada, 
Indonesia, Australia, New Zealand, Ghana, dan Peru. Selain itu, Newmont juga 
memiliki hubungan joint venture dengan berbagai perusahaan di seluruh dunia. 
Pada kuarter ketiga tahun 2014, Newmont dinobatkan sebagai perusahaan dengan 
produksi emas terbesar di dunia setelah Barrick Gold.  Newmont Mining Corp 
melakukan investasi dalam perusahaan-perusahaan mineral, minyak, dan 
perusahaan perusahaan terkait lainnya di seluruh dunia. Nama “Newmont” sendiri 
diambil dari nama kota “Newyork” dan “Montana” yang merupakan kota 
kelahiran Kolonel William Boyce Thompson (Newmont Mining Corporations 
Official Website, 2017). 
Pada 1929, Newmont menjadi perusahaan tambang dengan produksi 
emasnya yang pertama dengan mengakuisisi Empire Star Mine di California. Pada 
1939, Newmont mengoperasikan 12 tambang emas di Amerika Utara. Tahun 
berikutnya, O'okiep Copper Company beroperasi penuh di Afrika Selatan. O'okiep 
menjadi basis untuk Newmont untuk akhirnya menjadi produsen tembaga terbesar 
ketiga di dunia, yang melibatkan delapan operasi tembaga di seluruh dunia di 
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antaranya Kanada, Bolivia, Australia, Indonesia, Selandia Baru, Turki, Peru dan 
Uzbekistan (Newmont Mining Corporations Official Website, 2017). 
PT. Newmont Nusa Tenggara beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang 
ditandatangani pada 2 Desember 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan 
eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya yaitu Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB). PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan 
patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & 
Sumitomo), PT. Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT. Multi Daerah Bersaing. 
Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT. Newmont Nusa 
Tenggara. 
Gambar 3.1 Logo PT.Newmont Nusa Tenggara 
 
Sumber : www.ptnnt.co.id 
Visi PT. Newmont Nusa Tenggara yaitu menjadi perusahaan tambang yang 
paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan dalam industri 
tambang. Sedangkang Misinya, membangun perusahaan tambang yang 
berkelanjutan, yang mampu memberikan laba tertinggi kepada para pemegang 
saham, dan menjadi yang terdepan di bidang keselamatan kerja, perlindungan 
lingkungan, dan tanggung jawab sosial. 
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Pada tahun 1990, PT. Newmont Nusa Tenggara menemukan cebakan 
tembaga porfiri yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan 
tersebut, dilakukanlah kajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian 
tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya 
pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau, dengan total investasi US$ 1,8 Miliar. 
Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarananya selesai pada 1999 dan 
mulai beroperasi secara penuh pada bulan Maret 2000. 
Tambang Batu Hijau terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di 
Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Lokasi 
Batu Hijau yang berjarak 81 km dari Mataram dapat dicapai dengan 
menggunakan pesawat ampibi (seaplane), atau menggunakan transportasi laut 
berupa ferry umum dari pelabuhan Kayangan di pulau Lombok. 
2. Kegiatan Operasi Penambangan 
Batu Hijau merupakan cebakan tembaga porfiri dengan sedikit kandungan 
emas dan perak. Jenis cebakan tembaga di Batu Hijau adalah intrusi porfiri, 
Intrusi porfiri adalah tubuh batuan berukuran besar yang menerobos batuan 
penutup biasanya bersifat porfiri yang mengandung mineral sulfida yang 
menyebar. Jenis cebakan seperti ini ditambang dalam bentuk bungkahan dengan 
skala besar dan dengan sistim penambangan terbuka. Hasil tambang berupa 
tembaga dengan mineral ikutan seperti emas, perak, atau molibdenum. Garis 
tengah cebakan ini dapat mencapai 1 sampai 3 kilometer dan dengan kadar yang 
rendah (kurang dari 0.5% tembaga). Cebakan ini selalu dikaitkan dengan batuan 
intrusif porfiri hipabisal menengah sampai felsik (Community Relations PT.NNT, 
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2013, hal. 8). Logam berharga tidak secara langsung dapat diperoleh karena 
bercampur dengan mineral lain yang tidak memiliki nilai ekonomis. Cebakan 
porfiri diketahui hanya memiliki kadar yang rendah. Di Batu Hijau, setiap ton 
bijih yang diolah hanya menghasilkan 4,87 kilogram tembaga. Sedangkan rata-
rata hasil perolehan emas jauh lebih sedikit, yaitu hanya 0,37 gram dari setiap ton 
bijih yang diolah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan sejumlah kecil 
logam yang dapat dijual,diperlukan kerja keras. 
Tambang Batu Hijau adalah operasi tambang terbuka di mana semua 
mineral berharga (tembaga, emas dan perak) ditambang dari permukaan tanah 
dengan menggunakan pelbagai peralatan tambang seperti alat muat (shovel) dan 
truk pengangkut. Tipe Tambang Batu Hijau adalah tambang terbuka dengan 
spesifikasi Pit atau Lubang tambang sbb: 
a. Puncak Pit : 600 meter diatas permukaan laut 
b. Dasar Pit : -435 meter dibawah permukaan laut 
c. Kedalaman Pit : 1035 meter 
d. Diameter Pit : 2.6 kilometer 
e. Bentuk Pit : Sirkuler (lingkaran) 
f. Kedalaman Pit per Jan 2012 = -240 meter dan diameter 2.6 kilometer 
g. Pada tahun 2012 kegiatan penambangan dilakukan di Phase-6 dan Phase-
7. 
Penambangan di Batu Hijau diawali dengan kegiatan pengeboran dan 
peledakan untuk memudahkan pengambilan bijih. Dengan peledakan, batuan 
terlepas dari tanah dengan diameter rata-rata 25 cm. Dengan menggunakan 
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beberapa shovel berukuran besar, batuan dimuat ke dalam truk berkapasitas 
maksimal 240 ton dan kemudian diangkut menuju ke dua buah crusher (mesin 
penghancur). Di crusher, ukuran bijih batuan diperkecil hingga berdiameter rata-
rata kurang dari 15 cm. Bijih kemudian diangkut ke pabrik pemrosesan mineral, 
sedangkan batuan berkadar lebih rendah diangkut ke tempat penampungan, untuk 
menunggu giliran pemrosesan pada waktu mendatang. 
Dari crusher, bijih batuan diangkut dengan ban berjalan sepanjang enam 
kilometer ke pabrik pengolahan yang disebut konsentrator. Di konsentrator, 
mineral berharga dipisahkan dari batuan pembawa melalui proses penggerusan 
dan flotasi. Bijih batuan, setelah dicampur dengan air laut, kemudian digerus 
menggunakan dua penggerus yang disebut Semi Autogenous (SAG) mill dan 
empat buah ball mill. Setelah keluar dari ball mill, partikel halus yang terkandung 
dalam slurry kemudian dipompa ke separangkat tangki cyclone untuk pemisahan 
akhir partikel bijih. Bubur bijih halus dari tangki cyclone dialirkan ke sejumlah 
tangki untuk diambil kandungan 
mineral berharganya. Tangki ini disebut sel flotasi. Proses flotasi ini tidak 
menggunakan bahan kimia secara berlebihan sehingga aman dan membantu 
meminimalkan dampak lingkungan. Secara fisika, proses ini memisahkan mineral 
berharga dari batuan pembawa dengan menggunakan gelembung udara dan 
reagent dalam jumlah kecil. 
Terdapat dua jenis reagent yang ditambahkan dalam proses flotasi di tangki. 
Jenis pertama akan mengikat mineral berharga, sedangkan jenis kedua berfungsi 
untuk menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan. Saat 
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gelembung udara naik, mineral berharga atau konsentrat akan ikut terangkat ke 
permukaan. Lapisan gelembung ini diselimuti oleh mineral berharga yang 
berbentuk seperti pasir. Lapisan yang terapung di permukaan sel flotasi inilah 
yang disebut konsentrat. Dari sel flotasi, konsentrat dikirim ke tangki 
penghilangan kadar garam yang disebut CCD (counter-current decantation). Di 
dalam tangki ini air laut dibuang dan konsentrat dikentalkan dengan cara 
mengalirkan air tawar secara berlawanan arah. Air tawar menggantikan air laut 
dan konsentrat mengendap di dasar tangki. Konsentrat kemudian mengalir melalui 
pipa sepanjang 17,6 km menuju ke fasilitas filtrasi atau penyaringan di Benete. 
Konsentrat cair ini ditampung dalam tangki besar dan diaduk terus menerus untuk 
menghindari terjadinya pengendapan. Konsentrat kemudian disaring, untuk 
membuang kandungan air dalam konsentrat sampai dengan 91%, menggunakan 
udara bertekanan. 
Setelah proses penyaringan, konsentrat akan berupa bubuk batuan halus atau 
pasir dan disimpan dalam gudang untuk menunggu pengapalan. Pemuatan 
konsentrat ke kapal menggunakan fasilitas ban berjalan. Konsentrat akhirnya 
dikapalkan ke sejumlah pabrik peleburan dalam negeri yakni ke PT. Smelting di 
Gresik, Jawa Timur maupun ke luar negeri (Jepang, Korea Selatan, India, Eropa) 
untuk menjalani proses pemisahan dan pengambilan logam berharga, yaitu 
tembaga, emas dan perak. 
3. Kontribusi Ekonomi 
Industri pertambangan di Indonesia yang kaya akan sumber daya mineral 
menghasilkan pemasukan puluhan triliun rupiah setiap tahun bagi perekonomian 
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Indonesia melalui berbagai jenis pajak royalti dan non-pajak. Sesuai dengan 
ketentuan Kontrak Karya, PTNNT membayar pajak, royalti dan non-pajak kepada 
Pemerintah sesuai dengan Kontrak Karya. Untuk 2011, PTNNT menyetor pajak 
dan royalti senilai Rp168,4 miliar (US$18,720,766). Sehingga sejak 1999 hingga 
2012, PTNNT telah membayar pajak, royalti dan non-pajak sebesar Rp29,369 
Triliun lebih (Community Relations PT.NNT, 2013, hal. 3). Penerimaan inilah 
yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bagi 
pembangunan Indonesia. 
Tabel 3.1 Kontribusi ekonomi PT.NNT (2000-Q2 2013) 
 
Sumber : Brosur PT.NNT 2013 
Tambang Batu Hijau saat ini mempekerjakan lebih dari 8.597 karyawan 
yang terdiri dari 4.297 pekerja PTNNT dan 4.300 kontraktor. Karyawan nasional 
pada PTNNT terdiri dari 1.572 orang dari lingkar tambang (37%), 1.333 dari NTB 
(31%) dan 1.350 non-NTB (32%). Perusahaan memiliki program pelatihan dan 
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pengembangan karyawan untuk memastikan agar karyawan memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk bisa bekerja 
dengan aman dan produktif. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi secara 
langsung bagi Provinsi NTB dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan 
masyarakat lokal di pelbagai bidang keterampilan yang biasa digunakan di 
industri pertambangan modern (Brosur PT.Newmont Nusa Tenggara , 2013, hal. 
10). 
Kehadiran operasi tambang juga membuka kesempatan bagi masyarakat 
sekitar untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan usaha 
perdagangan dan jasa pendukung pertambangan sebagai pemasok dan kontraktor 
untuk pelbagai kebutuhan barang dan jasa bagi perusahaan. PTNNT memiliki dan 
menerapkan program pembelian lokal (Prakarsa Bisnis Lokal), untuk mendukung 
peningkatan pengembangan usaha lokal. Prakarsa ini meliputi pembelian barang 
dan jasa lokal untuk mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Setiap tahun PTNNT membelanjakan sekitar US$ 40 juta 
untuk pembelian lokal. Perusahaan terus berupaya untuk memaksimalkan 
pembelian lokal dengan meningkatkan kemampuan pengusaha lokal melalui 
pelatihan dan bimbingan teknis (Community Relations PT.NNT, 2013, hal. 4). 
B. Nilai Strategis Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Penggalian dan 
Pertambangan 
 
1. Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa Barat 
Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten pesisir. Di sisi barat dan 
utara Kabupaten Sumbawa Barat dibatasi oleh selat alas, sedangkan sisi selatan 
berbatasan langsung dengan samudra indonesia. Hanya pada sisi timur Kabupaten 
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Sumbawa Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa. Garis pantai yang 
mengelilingi wilayah Sumbawa Barat sepanjang 168,7 km dengan luas perairan 
sekitar 1.904,2 km2 (diukur 12 mil dari pantai).  
Lokasi Kabupaten Sumbawa Barat berada di sebelah barat pulau sumbawa, 
sekaligus pintu gerbang dari pulau Lombok. Luas Kabupaten Sumbawa Barat 
sebesar 1.849,02 km2. Kabupaten Sumbawa Barat terbagi menjadi 8 kecamatan 
dengan luas wilayah yang bervariasi. Berikut tabel luas wilayah masing-masing 
kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat: 
 Tabel 3.2. Luas Wilayah Kecamatan dan Jarak Ke Kabupaten  
 
Sumber: Sumbawa Barat Dalam Angka 2014/Bappeda KSB 
 
Sedangkan untuk luas lahan negara, hutan, pekarangan, jalan, sungai, dll di 
Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 151.324 hektar atau 82 persen dari total luas 
wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan lahan yang digunakan untuk 
lahan pertanian seluas 33.578 hektar atau 18 persen dari total luas wilayah 
Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini menandakan sebagian besar lahan di 
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Kabupaten Sumbawa Barat merupakan lahan non pertanian (Badan Pusat 
Statistik, Kabupaten Sumbawa Barat, 2016, hal. 11-12). 
2. Potensi bidang penggalian dan pertambangan  
Kondisi geologi wilayah NTB dengan batuan tertua berumur Tersier dan 
yang termuda berumur Kuarter, didominasi oleh Batuan Gunungapi serta Aluvium 
(resent). di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batupasir tufaan, 
batulempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batugamping berlapis, batugamping 
tufaan dan lempung tufaan. di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral 
terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunungapi tanah merah, gunungapi tua, 
gunungapi Sangiang, gunungapi Tambora, gunungapi muda dan batugamping 
koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa.  
Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi NTB indikasi bahan galian 
logam itu hampir terdapat di seluruh wilayah NTB terutama di Kabupaten 
Sumbawa bagian barat. Endapan bahan galian tembaga yang terdapat di Batu 
Hijau saat ini sedang ditambang PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)  sekitar  
930.000.000 ton bijih  dengan kadar 0,54 persen  atau setara dengan 5.020.000 ton 
tembaga. 
        Sementara potensi bahan galian emas sebagai mineral ikutan dari mineral 
tembaga di Batu Hijau dan lima daerah prospek lainnya yaitu Dodo-Elang, Rinti, 
Lunyuk Utara, Teluk Panas di Pulau Sumbawa dan Sekotong di Pulau Lombok 
juga cukup besar.   
           Dari hasil penyelidikan pendahuluan dan rinci sumber daya mineral 
golongan B (vital) telah ditemukan berupa : logam mulia (emas dan perak), logam 
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dasar (timbal dan tembaga), logam besi serta mineral industri (belerang). Emas, 
perak dan tembaga merupakan endapan hidrothermal dengan indikasi berupa urat-
urat kwarsa dengan ketebalan bervariasi, serta type pofiri. Indikasi adanya emas, 
perak dan tembaga ini hampir di seluruh wilayah Sumbawa bagian barat. Cebakan 
emas dan tembaga tipe porfiri dijumpai di lokasi Batu Hijau, Dusun Tongo Desa 
Sekongkang Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Kini sedang 
dilakukan tahap eksplorasi/produksi bahan galian golongan B berupa tembaga dan 
emas dan telah diketahui jumlah cadangan yang potensial (Dinas Pertambangan 
dan Energi Provinsi NTB,2003). 
Potensi sumber daya dan cadangan logam emas dan tembaga ditemukan di 
daerah Batu Hijau dan Dodo-Elang (Sumbawa Barat), Keberadaan pasir besi juga 
terdapat Pantai Selatan Pulau Sumbawa. Adapun potensi sumber daya mineral dan 
logam di Kabupaten Sumbawa barat (Susanggih, 2010) : 
a. Tembaga 
Endapan bahan galian tembaga yang terdapat di Batu Hijau. Potensi 
sumber daya yang telah diketahui sebanyak 930.000.000 ton bijih dengan 
kadar 0,54% Cu atau setara dengan 5.020.000 ton tembaga. 
b. Emas 
Bahan galian emas sebagai mineral ikutan dari tambang tembaga di daerah 
Batu Hijau. Sedangkan lima daerah prospek lainnya yaitu Dodo-Elang, 
Rinti, Lunyuk Utara, Teluk Panas di Pulau Sumbawa. Secara umum 
endapan emas di daerah ini terdiri dari dua tipe yaitu sebagai urat dan 
porpiri. Potensi sumber daya endapan emas yang telah diketahui secara 
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keseluruhan adalah dengan kadar rata-rata 0,14 g/t Au atau setara dengan 
377 ton emas. 
c. Timbal 
Endapan timbal tipe hidrotermal terdapat di daerah Senggoro, Kecamatan 
Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan kadar dalam batuan 0,5% Pb dan 
1,60 g/t Pb. 
d. Perak 
Endapan bahan galian perak umumnya merupakan mineral ikutan dengan 
endapan emas, banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam 
bentuk urat kwarsa dan stockwork tipe epithermal dengan kadar perak 
dalam batuan termineralisasi berkisar antara 5-66 g/t Ag. Endapan perak 
yang berasosiasi dengan emas dan air raksa dengan kadar 22-31 g/t Ag, 
ditemukan di Brang Air Panas, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa 
Barat. 
Selain sumber daya mineral logam, Kabupaten Sumbawa Barat juga 
memiliki potensi pada sumber daya mineral non logam (bahan galian mineral 
industri). Bahan galian Golongan Non Logam terdapat sebanyak 34 jenis bahan 
galian, sampai saat ini yang dapat diketahui keterdapatannya 22 komoditi dengan 
klasifikasi cadangan yang bervariasi dari hipotetik hingga terindikasi. Untuk itu 
masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut agar diperoleh data yang lebih akurat 
disamping ditemukannya komoditi baru (Dinas Pertambangan dan Energi NTB, 
2003). 
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 Penambangan/ekploitasi bahan galian golongan Non Logam berupa: 
Batuapung, Batu Bangunan, Sirtu, Batu Kapur, Tanah Liat dan lainnya, pada 
umumnya dilakukan oleh perorangan secara tradisional dengan skala kecil pada 
lokasi yang terpencar tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penambangan Daerah 
(SIPD), sehingga menimbulkan kerusakan lahan yang cukup luas dan untuk 
reklamasinya memerlukan dana yang tidak kecil dan cukup lama. Hal ini 
mengakibatkan kesulitan diperolehnya data produksi yang akurat disamping 
terpencarnya kerusakan lingkungan pada beberapa lokasi yang harus direklamasi 
sesuai peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang. 
Topografi Sumbawa Barat yang berbukit menyebabkan potensi tinggi pada 
komoditas penggalian. Berdasarkan data hasil inventarisasi dan uji petik yang 
dilakukan oleh badan geologi kementrian ESDM tahun 2005, potensi  bahan 
galian yang terdapat di daerah Kabupaten Sumbawa Barat antara lain adalah : 
Batugamping, Andesit, Granodiorit, Sirtu dan Lempung (A. Sanusi Halim, 2005, 
hal. 3). 
Potensi Batugamping yang terdapat di daerah Kabupaten Sumbawa Barat 
tersebar di beberapa daerah, yaitu meliputi daerah Kecamatan Jereweh, 
Sekongkang, Taliwang, dan Seteluk. Dari 4 daerah Kecamatan tersebut, 
Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Jereweh.yang memiliki potensi sumberdaya 
yang cukup besar, masing-masing adalah 65. 000. 000 ton dan 23. 400. 000 ton. 
Total Sumberdaya Hipotetik Batugamping di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 
120. 600. 000 ton. 
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Potensi bahan galian Andesit yang terdapat di daerah Kabupaten Sumbawa 
Barat tersebar di 2 daerah kecamatan, yaitu Kecamatan Taliwang dan Kecamatan 
Sekongkang. Secara keseluruhan total sumberdaya hipotetik = 99. 240. 000 ton.   
Potensi bahan galian sirtu di Kabupaten Sumbawa Barat tersebar di beberapa 
tempat, yaitu pada lokasi-lokasi daerah aliran sungai-sungai besar. Secara 
keseluruhan potensi endapan sirtu di Kabupaten Sumbawa Barat adalah = 5. 480. 
000 ton. Bahan galian lempung  yang dijumpai di Kabupaten Sumbawa Barat 
potensinya tidak banyak, yaitu hanya terdapat di 2 daerah kecamatan, yaitu 
Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Taliwang. Total sumberdaya hipotetik = 1. 
395. 000 ton. Bahan galian ini telah dimanfaatkan penduduk sebagai  bahan baku 
barang gerabah dan sebagian dibuat batu bata (A. Sanusi Halim, 2005, hal. 4-5). 
Kilau emas di gugusan perbukitan Pulau  Sumbawa dan Lombok 
nampaknya menjadi magnet bagi para investor  selain potensi kekayaan mineral 
lain yang seperti tembaga dan perak serta bahan galian lainnya yang tersimpan di 
dalam perut bumi NTB. Hingga kini cukup banyak investor yang menanamkan 
modalnya di sektor pertambangan. Menurut data Dinas Pertambangan dan Energi 
Provinsi NTB menyebutkan hingga kini sudah diterbitkan  76 izin penambangan 
di wilayah NTB dan paling banyak di wilayah Sumbawa.  
Dari jumlah tersebut, dua diantaranya berbentuk Kontrak Karya (KK) yang 
diberikan kepada PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk wilayah 
penambangan emas dan mineral ikutannya di Kabupaten Sumbawa Barat dan 
Sumbawa, dan PT Sumbawa Timur Mining, di Kabupaten Dompu dan Bima. 
Selebihnya izin penambangan berupa Izin Usaha Penambangan (IUP) yang 
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diberikan kepada 68 investor dan Kuasa Penambangan (KP) kepada   enan 
investor. 
       Namun dari puluhan perusahaan yang telah mengantongi izin tersebut hingga 
kini baru PT Newmont Nusa Tenggara yang telah berproduksi di Batu Hijau 
Kabupaten Sumbawa. Perusahaan tambang itu mulai berproduksi tahun 2000 
(Masnun, 2013). 
Hingga tahun 2013, lokasi penggalian yang terlacak oleh dinas ESDM KSB 
mencapai 31 lokasi usaha, sebagian besar lokasi usaha menghasilkan komoditi 
pasir kerikil. Perekonomian Sumbawa Barat didominasi oleh sektor pertambangan 
non migas. Pendapatan yang disumbangkan oleh pertambangan non migas ini 
diatas 80 persen dari pendapatan bruto Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga naik 
turunnya nilai produksi hasil tambang akan sangat berpengaruh pada 
perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat (Badan Pusat Statistik, Kabupaten 
Sumbawa Barat, 2016, hal. 23). 
Dominasi sektor pertambangan non migas tidak terlepas dari keberadaan 
PT.NNT di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil pertambangan dari PT.NNT berupa 
konsentrat yang pada tahun 2015 diproduksi sebanyak 805.972 ton basah. 
Produksi konsentrat terus meningkat hingga 185 persen. Selain PT.NNT, 
pertambangan rakyat juga bertebaraan di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil dari 
pertambangan ini diolah dengan alat yang biasa disebut mata gelondong dan tong. 
Pusat aktivitas pengolahan ilegal ini terdapat di Kecamatan Taliwang dan Brang 
Rea (Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sumbawa Barat, 2016, hal. 23). 
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C. Gambarann umum Environment Sustainability Program PT.Newmont 
Nusa Tenggara  
Penambangan, pengolahan mineral dan kegiatan penunjang proyek harus 
dikelola dengan benar untuk memastikan agar dampak yang mungkin dapat 
timbul. Hal yang sama pentingnya adalah memastikan agar setiap keputusan yang 
diambil setiap hari selama kegiatan pembangunan berlangsung dilakukan dengan 
mempertimbangkan rencana penutupan tambang. Merencanakan masa depan 
untuk memastikan bahwa penggunaan lahan pasca operasi tambang tercakup 
dalam rencana pengembangan dan kegiatan operasi, adalah suatu usaha yang 
lazim dan merupakan persyaratan pembangunan yang berkelanjutan.  
Gambar 3.2 Strategi Sustainability Program PT.NNT 
 
Sumber : Newmont beyond the mine sustainability report 2014 
Gambar diatas menjelaskan bahwa PT.NNT dalam merumuskan strategi 
sustainability programnya menempatkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan 
sebagai tiga hal penting yang harus disejajarkan dalam roda kehidupan tambang. 
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Menyadari adanya dampak serius terhadap lingkungan yang timbul akibat 
dari kegiatan operasi, program berkelanjutan dan standar lingkungan di desain 
untuk menjaga lingkungan, melakukan langkah preventif atau setidaknya 
meminimalisir kemungkinan dampak yang terjadi. Secara umum, program 
Environment Sustainability yang dirumuskan oleh Newmont Mining Corp sebagai 
perusahaan induk berkonsentrasi pada pengelolaan mutu air, udara, iklim, 
biodiversity, manajemen limbah, dan reklamasi hutan. 
PT.NNT melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
yang sesuai dengan keadaan di lokasi tambang, untuk mengurangi risiko atau 
bahaya yang berpotensi merusak lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh 
operasi tambang. Beberapa prioritas utama pengelolaan yang diidentifikasi selama 
kegiatan AMDAL proyek adalah penempatan batuan limbah atau tailing, 
mempertahankan mutu air dan memastikan bahwa perubahan permukaan lahan 
menyertakan visi mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan pasca operasi 
tambang. 
1.  Penempatan Tailing 
Tailing adalah batuan lumpur yang tersisa dari pengolahan tembaga dan 
emas. Di PT.NNT, tailing merupakan bagian yang tersisa dari batuan yang telah 
digerus sampai halus dan diambil kandungan mineral berharganya. PT.NNT 
menggunakan sistem Penempatan Tailing Laut Dalam/Deep-Sea Tailing 
Placement (DSTP) untuk menempatkan material yang berwujud seperti lumpur 
ini di dasar laut dalam, di bawah wilayah laut yang produktif secara biologis.  
56 
 
Penanganan tailing dimulai setelah pemisahan mineral di sel flotasi ketika 
slurry (bubur bijih) masuk ke dalam tangki deaerasi. Tangki ini berfungsi untuk 
menghilangkan kandungan udara dalam tailing, sehingga saat dikeluarkan di 
dalam laut, tailing tidak bergerak ke atas akibat udara yang naik. Setelah melalui 
tangki de-aerasi, tailing mengalir melalui jaringan pipa ke tepi palung laut di 
Teluk Senunu sepanjang 3,4 km dan memiliki kedalaman 125 meter di bawah 
permukaan laut. Jaringan pipa laut ini membentang di dasar laut sepanjang 3,4 km 
dari garis pantai sampai ke ujung mulut pipa tailing. Karena kepadatan dan berat 
jenisnya, tailing mengalir secara alami menuruni palung terjal dan mengendap di 
dasar palung laut dalam, di sebelah selatan pulau Sumbawa yang memiliki 
kedalaman antara 3000 hingga 4000 meter di bawah permukaan Samudra Hindia. 
Pemantauan sistem penempatan tailing bawah laut PT.NNT dilakukan secara 
ekstensif untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi sesuai dengan 
rancangannya, yaitu untuk meminimalkan dampak potensial bagi lingkungan. 
Hasil pemantauan terumbu karang, sedimen laut, ikan, ekologi muara, dan mutu 
air dievaluasi dengan cermat secara berkala oleh ilmuwan dan ahli profesional. 
PT.NNT menerapkan sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut yang 
dirancang dengan baik dan dikelola dan dipantau secara berkesinambungan untuk 
memastikan sistem tersebut beroperasi dengan benar. Pemerintah Indonesia 
bersama PT.NNT memilih Penempatan Tailing di Dasar Laut sebagai alternatif 
pengelolaan tailing yang lebih diutamakan saat melakukan Analisis Dampak 
Lingkungan untuk Proyek Batu Hijau, yang merupakan persyaratan sebelum 
pengoperasian dapat dimulai pada 1999. 
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Beberapa faktor utama yang mendasari keputusan ini antara lain: 
a. Penempatan tailing di darat akan berdampak terhadap lebih dari 2.310 
hektar hutan dan tanah pertanian produktif. 
b. Tingkat curah hujan tahunan yang melebihi 2500 milimeter akan 
menyebabkan air di dalam dam penampung tailing di darat sangat sulit 
dikelola. 
c. Dam penampung tailing yang dibangun di daerah yang rawan gempa bumi 
berisiko gagalnya dam yang dapat mengancam keselamatan lingkungan 
sekitar, termasuk keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. 
d. Tailing yang ditempatkan di bawah zona fotik laut yang produktif akan 
meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 
Sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut PTNNT dipantau secara ekstensif 
untuk memastikan agar sistem bekerja sesuai rancangan guna meminimalkan 
potensi dampak terhadap lingkungan. Pada 2004 dan 2009, para ahli dari Centre 
for Environmental Contaminants Research, Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization (CSIRO) Australia bersama tim pengkaji dari 
Indonesia secara independen meneliti dan mengkaji data pemantauan PTNNT 
terkait mutu air, sedimen, dan ikan di sekitar daerah penempatan tailing sampai ke 
perairan Lombok dan Selat Alas. Penelitian itu menemukan bahwa tailing tidak 
menyebar ke arah lingkungan pesisir Sumbawa, atau mengarah ke Selat Alas dan 
Lombok, ataupun ke air permukaan. Kadar logam di jaringan tubuh ikan yang 
diambil dari Ngarai Senunu berada dalam kisaran normal, sama dengan kadar 
yang ditemukan pada tubuh ikan yang diambil dari lokasi kontrol maupun dari 
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pasar‐pasar ikan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Lombok. 
Hasil studi tersebut menegaskan bahwa kandungan logam terlarut di semua lokasi 
dan semua kedalaman berada di bawah ketentuan baku mutu yang ditetapkan. 
Hasil penelitian independen ini menegaskan hasil pemantauan PT.NNT dan 
bahwa tailing tidak mencemari air laut di area tersebut.  
Pada 2003 dan 2009, Pusat Penelitian Oseanongrafi‐Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (P2O‐LIPI) melakukan penelitian di laut dalam untuk 
memetakan tapak tailing dan dampak penempatan tailing di dasar laut terhadap 
ekosistem laut termasuk mutu air dan komunitas bentos. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tailing mengalir dari Ngarai Laut Senunu ke arah Cekungan 
Lombok sebagaimana diprediksi dalam AMDAL PT.NNT dan dampak terhadap 
mutu air hanya terbatas pada air di dasar Ngarai Senunu. Mutu air di luar area 
campuran tailing berada pada tingkat konsentrasi awal dan mematuhi baku air laut 
yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. 
Prosedur pengawasan jaminan dan kendali mutu diterapkan untuk 
memastikan keutuhan jaringan pipa tailing darat dan pipa lepas pantai. Di darat, 
PT.NNT menempatkan jaringan pipa tailing pada sebuah ruang (koridor) terbatas, 
sehingga bilamana terjadi kerusakan jaringan pipa, tumpahan akan langsung 
tertampung dalam koridor dan dibersihkan.  
PT.NNT memiliki dua jalur pipa tailing laut, satu pipa digunakan untuk 
operasi dan satu lagi digunakan sebagai cadangan. Jika terjadi kebocoran jaringan 
pipa laut, pabrik langsung dihentikan dan lumpur tailing dialihkan ke pipa 
cadangan. Meski demikian, strategi pengoperasian yang diterapkan tidak 
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menunggu hingga pipa laut mulai bocor sebelum lumpur tailing dialihkan ke 
jaringan pipa laut kedua. Pemeriksaan bagian dalam jaringan pipa darat dan laut 
dilakukan dua kali setahun selama jadwal penghentian pabrik pengolahan secara 
keseluruhan. Jika hasil pemeriksaan memperkirakan jaringan pipa laut yang 
beroperasi akan mencapai ketebalan minimum dinding pipa sebelum jadwal 
penghentian pabrik berikutnya, jaringan pipa kedua akan dioperasikan operasi 
sementara jaringan pipa yang sebelumnya diganti seluruhnya dengan yang baru 
dan menjadi pipa cadangan. Strategi ini telah meminimalkan kemungkinan 
bocornya pipa laut. 
2. Pengelolaan Air Tambang 
Sistem Pengelolaan Air Tambang ekstensif yang dibangun di Batu Hijau 
mengalihkan aliran air-larian dari hutan alami di sekitar tambang ke sungai-sungai 
di sekitarnya. Saat ini air di sungai-sungai setempat sama bersihnya seperti sungai 
lain yang tidak terkena dampak. Sistem Pengelolaan Air Tambang di Batu Hijau 
memastikan bahwa air yang terkena dampak penambangan, termasuk resapan dan 
air di permukaan pit, tidak akan mengalir ke luar kawasan proyek.  
Air tambang yang dimaksud adalah air yang terpengaruh oleh kegiatan 
tambang dan air bersih dari daerah hutan di hulu wilayah tambang yang dijaga 
agar tidak memasuki daerah penambangan. Daerah penambangan Batu Hijau 
berada di dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sejorong dan DAS 
Tongoloka.  
Pengelolaan air tambang Batu Hijau bertujuan: 
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a. Meminimalkan area yang berpotensi menghasilkan run‐off (air 
permukaan) yang bersifat asam, 
b. Memaksimalkan pemisahan air permukaan dari hutan di hulu daerah 
lubang tambang dan daerah penimbunan batuan, 
c. Mengumpulkan air yang berpotensi terkena dampak kegiatan 
penambangan, 
d. Menggunakan air yang dikumpulkan untuk keperluan pabrik (re‐use), atau 
dilepas ke badan sungai apabila dalam kondisi tidak normal dengan 
mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. 
e. Mengumpulkan air rembesan dari daerah timbunan bijih batuan sementara 
untuk diproses di instalasi pengolahan air. 
Air yang dari kegiatan tambang pada umumnya mengandung padatan 
tersuspensi dan karena kontak dengan batuan yang teroksidasi menjadikan air 
bersifat asam yang terkonsentrasi logam berat (Sitti Rohmi Djalilah, 2008). Suatu 
sistem terpadu dibangun tidak hanya untuk mengelola air asam tetapi juga erosi 
dan sedimentasi sebagai dampak kegiatan tambang Batu Hijau. 
Bangunan‐bangunan air dibangun di daerah tambang pada tahap konstruksi (1997 
– 1998) dimulai dari pembuatan kolam‐ kolam penampung sedimen (Sediment 
control structure) yang saling berhubungan, sistem drainase (saluran terbuka dan 
perpipaan), pompanisasi, dan sistem pengolahan air. Pada akhirnya air akan 
dipompa dan dialirkan ke pabrik untuk dapat dimanfaatkan kembali (Re‐use) dan 
dinetralisasikan. Dengan demikian sistem pengelolaan air tambang Batu Hijau 
merupakan sistem terbatas yang dapat memanfaatkan air tambang untuk 
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keperlukan pabrik. Sistem air tambang berujung pada Santong 3 untuk selanjutnya 
dipompa ke pabrik sebagai bagian dari air proses. 
Pengelolaan air tambang di daerah timbunan dilengkapi dengan struktur 
pengumpul air permukaan dari drainase dan air rembesan (seepage) dari timbunan 
batuan sisa maupun daerah penyimpanan bijih sementara. Untuk menangkap 
rembesan dari batuan sisa dan penempatan bijih sementara tanggul penampung 
rembesan (wet well dike) dibangun di tempat penimbunan. Air rembesan dari 
tempat penimbunan batuan sisa dan timbunan bijih dialirkan ke wet well dike atau 
ke instalasi pengelola air dan dialirkan ke pabrik pengolahan untuk 
dinetralisasikan, atau dialirkan ke instalasi pengolah air untuk diambil kandungan 
tembaganya sebagai konsentrat CuS, diikuti dengan penetralan dengan kapur dan 
didaur ulang melalui sistem pengelolaan air tambang (mine water management – 
MWM). Tanggul penampung rembesan dibuat di ujung kaki lereng setiap 
timbunan atau penimbunan sementara (stockpile). Potensi infiltrasi rembesan ke 
tanah bawah (sub soil) atau ke batuan dasar (bedrock) diminimalkan dengan 
beberapa mekanisme pengaturan sebagai berikut: 
a. Pemadatan lapisan tanah permukaan, 
b. Sistem pengumpul ‘French drain’, 
c. Grout curtain, 
d. Bedrock kompeten, 
e. Sumur tangkapan rembesan. 
Lapisan permukaan yang dipadatkan mempunyai ketebalan minimum 1 m 
dengan perkiraan konduktivitas hidrolik K=10‐7 cm/det. Lapisan yang dipadatkan 
62 
 
berfungsi sebagai penahan dan pencegah rembesan yang tidak terkendali agar 
tidak masuk ke airtanah. Sistem French drain dibuat di atas lapisan tanah yang 
dipadatkan untuk mengarahkan aliran rembesan langsung ke wet well dike dan 
mencegah agar tekanan pada tanah yang dipadatkan tidak meningkat. 
Namun demikian, tidak ada sistem perlapisan yang benar‐benar kedap air, 
sehingga rembesan kecil dapat saja terjadi. Air rembesan mengalir turun 
mengikuti kemiringan lereng dan ditangkap oleh grout curtain di bawah wet well 
dike. Grout curtain dipasang memanjang sampai menembus batuan dasar, maka 
penahan yang terbentuk akan menekan material rembesan agar mengarah ke 
sumur tangkapan. Hal ini dapat mencegah agar rembesan yang tidak terkendali, 
tidak masuk ke dalam tanah. Sumur pantau dibangun di hilir wet well dike untuk 
memantau mutu air tanah. Setiap rembesan yang menembus grout curtain akan 
terdeteksi oleh sumur pantau. Karena perbedaan ketinggian, rembesan yang 
mengalir di atas batuan dasar kompeten (competent bedrock) akan mengalir ke 
grout curtain lalu terangkat menuju ke wet well dike. Pengelolaan air di lokasi 
penambangan mencakup pengelolaan air limpasan permukaan yang berasal dari 
sejumlah fasilitas tambang, air yang dipompa dari lubang tambang (pit) dan air 
rembesan serta limpasan permukaan dari timbunan sementara (stockpile) bijih di 
Timbunan Sejorong dan Timur, dari Fasilitas Penimbunan Batuan Sisa (WRD) 
Timur, dan dari Fasilitas Penimbunan Batuan Sisa Tongoloka. Air tersebut 
ditampung di kolam‐kolam pengendap sedimen dan kemudian digunakan di 
pabrik pengolahan bijih setelah air tersebut dinetralkan dengan penambahan kapur 
di pabrik (bagian dari proses). Air rembesan (seepage) yang ditampung di wet 
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well dike dapat dialirkan ke instalasi pengolah air (WWTP) atau langsung ke 
kolam penampung sedimen sebelum akhirnya dipompa ke pabrik pengolahan 
untuk mendapatkan perlakuan akhir. Dalam pabrik pengolah, air yang sudah 
dinetralkan digunakan dalam proses flotasi yang akhirnya menjadi bagian dari 
lumpur (slurry) tailing. Proses yang diterapkan pada sistem pengelolaan air tetap 
sama seperti dijelaskan dalam AMDAL 1996 dan RKL‐RPL 2000. 
Kolam Katala, di sebelah timur lubang tambang, menampung air limpasan 
permukaan dari sebagian kecil Fasilitas Penimbunan Batuan Sisa Timur dan air 
rembesan yang ditampung di wet well dike (tanggul penampung) di Timbunan 
Timur. Air tersebut kemudian dipompa ke kolam pengendap sedimen Santong‐1. 
Sebagian besar air rembesan dan limpasan permukaan dari WRD Tongoloka 
ditampung di kolam (toe dike) Tongoloka sebelum dipompa ke kolam Santong‐1. 
Air limpasan permukaan dan rembesan dari Timbunan Timur (East Dump) dan 
Timbunan Bijih Sementara Sejorong ditampung di kolam (toe dike) Santong 
sebelum alirannya dialihkan ke kolamkolam Santong‐1, Santong‐2 dan Santong‐3 
yang berada di sebelah barat pit (lubang tambang). Kolam Santong‐3 yang berada 
di dekat pabrik pengolahan bijih berperan sebagai pemasok air ke pabrik 
pengolahan. 
3. Reklamasi  
PT.NNT membuka lahan untuk penggalian tambang dan pembangunan 
sarana pengelolaan lingkungan tambang. Pencegahan erosi dilakukan dengan 
melakukan penanaman kembali tanaman dan tumbuhan asli yang tumbuh di 
tempat tersebut sesegera mungkin. Program penanaman kembali dan reklamasi ini 
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terus dilakukan selama kegiatan penambangan berlangsung. Program pemantauan 
revegetasi dilakukan secara berkala guna memastikan metode erosi pencegahan 
dan pelestarian alam terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan PTNNT 
yaitu menciptakan permukaan bentang lahan yang baru dan sesuai untuk 
penggunaan lahan pasca operasi tambang. 
Adapun tujuam dari program reklamasi ini adalah melakukan stabilisasi 
permukaan tanah dengan cepat pada area yang terganggu oleh operasi tambang 
dan kegiatan terkait, meminimalkan erosi dan pembentukan sedimen dari area 
reklamasi ke sungai permukaan, membentuk kembali struktur dan 
keanekaragaman vegetasi asli yang sama seperti sebelum tambang. Jika 
memungkinkan, mendukung pembentukan spesies tanaman tertentu yang berperan 
penting dalam pengembalian habitat satwa liar. 
Reklamasi di kawasan bercurah hujan tinggi, sering dilanda gempa bumi 
dan berbukit-bukit, menghadirkan tantangan termasuk erosi dan stabilitas lereng. 
PT.NNT mengikuti Kebijakan Lingkungan Korporasi NMC dan ketentuan Sistem 
Pengelolaan Lingkungan PT.NNT dalam mengelola air hujan, meminimalkan 
erosi dan mengendalikan sedimen. 
PT.NNT mengikuti Kebijakan Lingkungan Korporasi NMC dan ketentuan 
Sistem Pengelolaan Lingkungan PT.NNT untuk mereklamasi area terganggu 
sesegera mungkin. PT.NNT mengikuti ketentuan Pemerintah Indonesia dalam 
penentuan standard keberhasilan reklamasi hutan. Studi reklamasi dan berbagai 
program pengembangan berkelanjutan dilaksanakan lebih dini di proyek untuk 
menerapkan praktik-praktik terbaik, termasuk studi lereng uji; Lereng uji yang 
65 
 
komprehensif dibuat pada tahun 2000, dengan berbagai penutup timbunan batuan 
sisa dirintis secara ekstensif dan menghasilkan berbagai peningkatan desain 
penutup yang mampu mengurangi erosi, dan erosi permukaan pada awal musim 
hujan jauh berkurang karena desain penutup yang lebih serta perbaikan dalam 
penerapannya. Berbagai peningkatan telah dicantumkan dalam pedoman teknis 
yang merangkum semua metodologi konstruksi dan revegetasi. Adapun program 
reklamasi yang dilakukkan adalah perbanyakan tanaman, pembibitan, 
pengambilan dan penyimpanan tanah reklamasi, penanaman tumbuhan penahan 
angin, hydroseeding, dan penanaman pohon.  
Teknik Perbanyakan Tanaman antara lain dengan melakukan survei fenologi 
pohon (untuk mengamati periode pembungaan dan pembuahan spesies pohon 
asli). Perbanyakan secara generatif (biji spesies pohon asli) dan vegetatif (stek 
pucuk, cabutan,dan putaran) dan penyemaian benih di lokasi persemaian. 
Kapasitas pembibitan sebanyak 100.000 semai per tahun yang terdiri dari 
fasilitas : bedeng penyemaian, greenhouse, hardening bed, kebun induk rumput 
vetiver dan kebun pangkas Merbau (Intsia bijuga), laboratorium kultur jaringan. 
Terdapat 2 truk Hydro-seeder untuk mendukung pekerjaan reklamasi dan 
bekerjasama dengan persemaian masyarakat dalam penyediaan semai beberapa 
jenis tanaman kehutanan. 
Pengambilan dan penyimpanan tanah reklamasi dilakukan dengan cara 
mengambil dan mengumpulkan tanah dari daerah yang sudah direncanakan akan 
dibuka. Penyebaran langsung pada lereng timbunan reklamasi akhir Proyek 
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tambang (lapisan tanah bawah sebagai lapisan tanah liat pada saluran pengalih), 
kemudian  disimpan di daerah timbunan (stockpile) tanah sementara untuk 
kebutuhan reklamasi mendatang. 
Penanaman (Tumbuhan) penahan angin dilakukan dengan cara tancapan 
stek stek hidup kayu jawa (Lannea sp) atau Gamal (Glyricidia sepium) dengan 
jarak 15 m dari puncak lereng sepanjang kontur, kemdudian hamparan ijuk 
penahan aliran air, lebar sekitar 2 m, di bawah deretan tancapan ranting. Jala 
pengendali erosi menutupi setengah bagian bawah lereng. 
Hydro-seeding adalah metode penebaran benih di lereng revegetasi. Benih 
yang telah dicampur dengan air, pupuk, bahan pelekat, bahan pewarna hijau, dan 
serat kayu kemudian disemprotkan dengan tekanan tinggi. 
Sedangakan untuk penananamn pohon dilakukan selama musim hujan, 
penanaman dilakukan dalam dua tahap: 
Tahap 1: Penanaman spesies yang cepat tumbuh dan tidak toleran terhadap 
naungan dengan jarak tanam 2x3 meter atau 1600 pohon/hektar. 
Tahap 2: Penanaman pengayaan dengan spesies klimaks yang biasanya lambat 
tumbuh dan toleran terhadap naungan pada usia 2-3 tahun saat spesies tahap 1 
telah membentuk kanopi pohon yang lebat dan iklim mikro tanah yang lebih baik. 
Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 5x 5 meter atau 625 pohon per hektar. 
Jumlah pohon yang ditanam : 
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• Daerah reklamasi; hingga tahun 2012 sebanyak 619.426 pohon. 
Penanaman tahun 2012 sebanyak 61.729 pohon. 
• Di luar wilayah penambangan termasuk di lingkungan desa sekitar 
tambang ; sebanyak 1200 pohon (tahun 2012). 
• Sebanyak 178 jenis burung terdapat di Batu Hijau, 51 jenis diantaranya 
terdapat di daerah reklamasi. 
Hasil Reklamasi 
1. Total Daerah Terganggu Proyek (PTD 2012): 2,531.72 hektar 
2. Total Area Reklamasi (PTD 2012): 721.54 hektar 
3. Penanaman Pohon Spesies Lokal YTD 2012 = 61,729 semai (terdiri dari 54 
spesies) 
Tabel 3.3 Realisasi reklamasi 
Kegiatan  2008 2009 2010 2011 2012 
Reklamasi 
permanen (ha) 
12,08 0,00 16,81 23,75 27,50 
Pemeliharaan 
daerah reklamasi 
(ha) 
11,07 42,22 81,32 94,12 151,08 
Reklamasi 
sementara (ha) 
10,55 0,00 2,55 22,85 34,20 
Total (ha) 33,70 42,22 100,68 140,72 212,78 
 
Sumber: Profil perusahaan PT.Newmont Nusa Tenggara 
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun, program 
reklamasi hutan yang dijalankan oleh PT.NNT cenderung terus meningkat. 
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Namun pada tahun 2009 kegiatan reklamasi permanen dan reklamasi sementara 
tidak dilakukan. Meskipun begitu, kegiatan pemeliharaan reklamasi tetap 
dilakukan. 
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BAB IV 
PROGRAM ENVIRONMENT SUSTAINSABILITY  PROGRAM  PT. 
NEWMONT NUSA TENGGARA DALAM PENANGANAN  MASALAH 
LINGKUNGAN HIDUP DI KAB. SUMBAWA BARAT 
 
A. Dampak operasi tambang PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap 
lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat 
 
Isu lingkungan dalam HI mulai mendapat perhatian setelah berakhirnya 
Perang Dingin dan diselenggarakannya berbagai Konvensi ataupun Perjanjian 
menyangkut lingkungan global. Timbulnya rasa kepedulian terhadap isu 
lingkungan global salah satunya dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa isu 
lingkungan juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti 
lautan dan atmosfir.  
Pada hakikatnya, isu lingkungan hidup merupakan isu yang sangat penting 
mengingat keberadaan lingkungan sangat krusial dalam kehidupan manusia. Isu 
lingkungan hidup yang menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya akan 
menimbulkan dampak tidak hanya pada lingkungan sekitar namun ikut 
mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat mengingat sumber daya yang 
diekploitasi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Oleh 
karenanya, menjaga aspek keamanan lingkungan akan selalu terkorelasi dengan 
hak dasar manusia. Pada BAB ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana 
kegiatan operasional MNC dalam hal ini PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) 
telah memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa 
Barat yang kemudian berimbas pada kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana 
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diketahui bahwa isu keamanan lingkungan menjadi sangat sensitif karena rentan 
terhadap konflik. 
Perkembangan globalisasi yang membawa serta laju persebaran 
multinational Corporation (MNC) dinilai menjadi salah satu penyebab 
meningkatnya tindak eksploitasi terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana 
diketahui bahwa MNC merupakan aktor hubungan internasional yang bersifat 
ekspansif dan eksploitatif, dimana MNC cenderung terus mengembangkan 
bisnisnya keseluruh dunia dengan cara menanamkan modalnya ke berbagai negara 
yang dinilai memiliki potensi sumber daya yang berguna sebagai bahan baku 
produksi langsung dari sumbernya. Kegiatan MNC dalam usahanya mendapatkan 
bahan baku cenderung menimbulkan tindakan ekploitasi secara berlebihan, 
kegiatan eksploitasi berupa pembukaan lahan, penggalian tambang, hingga 
pembuangan limbah produksi kemudian menimbulkan dampak negatif berupa 
kerusakan lingkungan. 
Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) serta berada di 
lokasi strategis, Indonesia di nilai memilki potensi yang menguntungkan bagi para 
pelaku bisnis internasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu 
daya tarik Indonesia adalah kandungan energi dan sumber daya mineral yang 
berlimpah. PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) yang merupakan anak 
perusahaan Newmont Mining Corporation adalah salah satu MNC yang 
beroperasi di tambang batu hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, Indonesia. PT.NNT merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
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bidang pertambangan dengan jumlah ekspor konsentrat mencapai 912.165 ton 
basah pada tahun 2010. 
Keberadaan PT.NNT di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat telah 
memberikan dampak yang signifikan baik itu berupa dampak positif maupun 
negatif. Di sisi positif, keberadaan PT.NNT telah memberikan kontribusi bagi 
negara melalui pembayaran pajak dan royalti, juga memberikan keuntungan 
ekonomi lainnya melalui pembayaran gaji kepada lebih dari 4.000 karyawan NNT 
dan 3000 kontraktor, pembelian barang dan jasa dari masyarakat lokal maupun 
nasional, serta program-program pengembangan masyarakat sekitar. 
Kegiatan pertambangan selain sebagai faktor penunjang ekonomi bagi 
sebagian penduduk, namun juga berpotensi merusak lingkungan. Pembukaan 
lahan untuk aktivitas pertambangan akan berimbas pada kerusakan lahan yang 
dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. 
Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, 
tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Semakin besar skala 
kegiatan pertambangan, maka makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. 
Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, 
atau tidak dapat dikembalikan seperti semula. 
Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan antara lain:  
a. Berubahnya struktur tanah akibat seluruh lapisan tanah diatas deposit 
bahan tambang disingkirkan. Ini umumnya terjadi pada bahan tambang 
yang berada di dekat permukaan atau jauh di bawah permukaan bumi dan 
tertimbun oleh batuan dan tanah diatasnya. Penambangan PT.NNT diawali 
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dengan pembersihan lahan dan pengelupasan tanah penutup (top soil). 
Setelah dikupas, top soil ditampung untuk digunakan kembali pada 
kegiatan reklamasi. Pada pembersihan lahan juga dilakukan inventarisasi 
jenis tumbuhan sebagai pedoman untuk melakukan reklamasi dan 
penanaman kembali pasca kegiatan tambang. 
b. Berubahnya bentuk topografi dari suatu lahan baik dari lahan yg berbukit 
menjadi datar maupun membentuk kolong atau lubang besar dan dalam. 
Dari hasil pengelupasan tanah yang di lakukan oleh PT.NNT, terbentuklah 
lubang pit sedalam 240 mdpl. Lubang pit merupakan tempat pengeboran 
dan peledakan. Di bagian dasar pit terlihat air asam tambang yang 
berwarna kehijauan akibat asam tembaga. Air yang merupakan tampungan 
hujan dan rembesan itu kemudian dipompa ke sejumlah danau yang telah 
disiapkan PT.NNT. Saat ini, pengelupasan tanah untuk fase 7 di pit sudah 
dimulai oleh PT.NNT. Setelah fase 7 ini selesai, open pit ini akan 
berdiameter 2 km dan bisa mulai mendapatkan good ore pada tahun 2021. 
c. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga dapat 
menyebabkan erosi. Kegiatan reklamasi PT.NNT di area pembuangan sisa 
batuan kemudian mengakibatkan terbentuknya lereng dengan panjang ± 60 
meter. Keadaan lereng seperti ini akan memicu timbulnya erosi karena 
tidak ada tanggul yang bisa menahan laju erosi. Adapun tingkat bahaya 
erosi di lereng area reklamasi adalah lereng 1 pada tahun 2012 - sebesar 
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30,99 ton / ha / tahun termasuk kelas II erosi adalah erosi ringan 
(Rahmawati, 2016). 
d.  Timbulnya lahan kritis ataupun lahan terlantar yang tidak produktif. 
Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan aktifitas pembangunan yang 
dilakukan oleh PT.NNT di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, telah 
memberikan tekanan yang semakin besar kepada sumberdaya hutan, 
akibatnya terjadi degradasi hutan dan meningkatnya luas lahan kritis 
dalam kawasan hutan. Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam 
dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media 
pengatur tata air dan unsur produktifitas lahan sehingga menyebabkan 
terganggunya keseimbangan ekosistem DAS. Luas lahan kritis di 
Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012 adalah 14.896, 94 Ha untuk 
lahan dalam kawasan hutan dan 12.902,44 Ha untuk lahan di luar kawasan 
hutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2013). 
Berdasarkan kontrak karya PT.NNT, area operasional perusahaan sebagian 
diantaranya berada dalam kawasan hutan lindung. Penggunaan hutan lidung 
sebagai lahan operasi menyebabkan berkurangnya sumber mata air dan bahaya 
akan krisis air bagi masyarakat dekat tambang. Selain itu, lokasi lubang open pit 
PT.NNT berada di hulu sungai sejorong yang berarti area tersebut merupakan area 
vital bagi sumber mata air warga sekitar. Air sungai sejorong merupakan sumber 
kehidupan bagi 834 warga yang tinggal di hilir sungai sejorong. Sebelum 
masuknya PT.NNT, warga desa sejorong menggunakan sungai tersebut sebagai 
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sumber untuk irigasi persawahan, tempat mandi, mencuci, hingga memancing. 
Bahkan sebelumnya walaupun musim kemarau datang, air sungai sejorong tidak 
pernah mengering. Namun setelah PT.NNT beroperasi, warga mengeluh 
berkurangnya debit air sungai sejorong yang sangat drastis (Jaringan Advokasi 
Tambang, 2008). 
Selain berdampak pada hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat, 
kegiatan pembuangan limbah PT. NNT juga dikhawatirkan akan berdampak pada 
lingkungan sekitar. Menurut keterangan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) 
kepada pers, PT. NNT sangat merugikan warga kabupaten Sumbawa Barat. Mulai 
dari aktivitas pembuangan limbah tambang ke dalam laut yang mencemari Teluk 
Senunu, pencemaran Sungai Sekongkang, dan membuka 198,65 hektar hutan 
untuk menampung material tambang. 
Proyek tambang PT.NNT memiliki luas areal lokasi kegiatan sebesar 37.730 
Ha (area proyek) dan 87.540 Ha (area Kontrak Karya) dengan kapasitas 
produksi/pengolahan terpasang 120.000 ton/hari (SAG Mills) dan 92.000 ton/hari 
(Q1-2013) atau 88.000/hari (tahun 2012). Penambangan dimulai dengan 
pemboran dan peledakan batuan di lubang Pit. Batuan bijih kemudian diangkut 
menggunakan Haul Truck ke Primary Crusher dan Stockpile yang terletak di 
pinggir Pit.  
Penghancuran di Primary Crusher menghasilkan batuan dengan ukuran 
maks. 15 cm. Dari sini batuan dikirim ke pabrik pengolahan (Concentrator) 
dengan menggunakan conveyor sepanjang 5,4 km. Di Concentrator batuan bijih 
digiling menggunakan SAG Mills dan Ball Mills dengan campuran air laut/tawar 
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untuk memperoleh batuan dengan ukuran 200 micron. Bijih halus ini kemudian 
dikirim ke tangki flotasi untuk proses pemisahan konsentrat dengan tailing 
melalui proses fisika dengan bantuan reagents. Tailing dikirim ke teluk senunu 
melalui jaringan pipa untuk penempatan bawah laut pada kedalaman 120 m. 
Konsentrat slurry kemudian dialirkan ke tangki CCD untuk pembersihan akibat 
campuran air laut. Setelah itu konsentrat ini dikirim ke benete melalui pipa 
sepanjang 17.6 km untuk pengeringan hingga 90% di Filter Plant sebelum 
ditempatkan di gudang pengapalan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013). 
Kegiatan operasional PT.NNT ini kemudian menimbulkan kritik terhadap 
pembuangan limbah tambang (tailing) ke sungai dan badan air lainnya, 
menyebabkan perusahaan pertambangan mengalihkan teknik pembuangannya ke 
laut (dinamakan metode Deep Sea Tailing Placemen/DSTP). Selain dianggap 
dapat menyembunyikan dampak yang terjadi,ternyata metode pembuangan 
tailing ke laut ini jauh lebih murah dari segi biaya. Perusahaan yang menerapkam 
metode DSTP mempromosikan bahwa metode ini adalah metode yang aman 
dengan asumsi bahwa di laut terdapat lapisan termoklin yang dapat menahan 
tailing agar tetap mengendap dan tidak naik ke permukaan dan mengontaminasi 
ikan. 
Namun, klaim tersebut berbeda dengan kenyataan yang ditemukan oleh 
wahana lingkungan hidup (WALHI) bahwa terjadi pengurangan populasi ikan di 
wilayah teluk senunu antara tahun 2006 dan 2010, hal ini disebabkan oleh 
terjadinya polusi terhadap air akibat pembuangan limbah tailing yang dilakukan 
selama bertahun-tahun (Earthworks and Mining Watch Canada, 2012, hal. 13). 
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Limbah tailing sudah umum diketahui mengandung berbagai material 
beracun yang berasal dari reaksi oksidasi batuan dan bahan kimia yang digunakan 
dalam proses pemisahan bijih. Pembuangan tailing ke laut akan menyebabkan 
terjadinya sedimentasi dari endapan tailing dan penyebaran tailing ke wilayah laut 
yang lebih luas. Semua dampak ini akan semakin mengancam dan memusnahkan 
kekayaan keragaman hayati laut, mengganggu kesehatan (beberapa limbah logam 
berat terakumulasi dalam rantai makanan), dan semakin memiskinkan masyarakat 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat tergantung pada laut.  
Selain membuang limbah tailing ke Teluk Senunu, Jatam menemukan 
bahwa PT.NNT tidak hanya membuang limbah ke laut tetapi juga ke sungai. 
Kepala Divisi Emergency and Response Jatam Ki Bagus memastikan pihaknya 
memiliki temuan baru yang memperlihatkan tidak semua limbah dialirkan melalui 
pipa kemudian dibuang ke Teluk Senunu, namun ada juga yang dibuang ke 
Sungai Tongo Sejorong berupa limbah rumah tangga PT.NNT. Pembuangan 
limbah ke sekitar sungai tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang 
cukup parah. Sepanjang 10 KM sungai yang awalnya ditumbuhi pohon bambu 
dan pohon aren, kini digusur. Selain kerusakan lingkungan, hal itu juga membuat 
warga sekitar kehilangan mata pencaharian (Hukum Online, 2013). 
Akibat terjadinya kontaminasi terhadap air, masyarakat lokal kemudian 
melakukan protes kepada pihak perusahaan untuk  segera memberikan 
kompensasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Selain itu, masyarakat juga 
mendesak agar pemerintah bertindak tegas untuk membatasi jumlah pembuangan 
limbah. Pada 2011, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan kepada 
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pemerintah Indonesia untuk tidak memperpanjang izin pembuangan limbah tailing 
PT.NNT. namun, pemerintah pusat tetap memperpanjang izin tersebut dengan 
beberapa tambahan syarat (Earthworks and Mining Watch Canada, 2012). 
Timbulnya dampak negatif berupa kerusakan terdahap lingkungan yang 
terjadi akibat kegiatan operasional PT.NNT baik yang telah terjadi maupun masih 
berstatus berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan kenyataan 
yang harus ditanggung oleh Indonesia khususnya Kabupaten Sumbawa Barat 
sebagai host country. Keberadaan MNC di Indonesia yang mengekplorasi sumber 
daya alamnya telah membawa dampak buruk terhadap keamanan lingkungan. 
Eksplorasi sumber daya alam yang mereka lakukan tanpa diimbangi 
tanggunjawab menjaga kestabilan lingkungan, telah membawa berbagai dampak 
penyakit lingkungan hidup yang sedemikian akutnya. Jika terus dibiarkan tanpa 
adanya pengawasan dan kesadaran dari pihak MNC atas dampak yang mereka 
timbulkan, maka dikhawatirkan segala dampak yang telah terjadi sekarang akan 
menimbulkan dampak yang lebih besar lagi di masa depan dan mengancam 
keamanan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa apabila keamanan 
lingkungan terancam, maka imbasnya akan sampai ke keamanan manusia seperti 
rusaknya lahan pertanian dan tercemarnya sumber air akan mengakibatkan 
hilangnya sumber makanan, sumber air bersih dan hilangnya lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan laut. 
B. Strategi penanganan dampak melalui environment sustainability program 
 
Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan kekayaan bangsa yang tak 
ternilai bagi manusia, telah memberikan dorongan bagi berlangsungnya proses 
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kehidupan dalam peradaban yang saling menguntungkan, sehingga manusia dapat 
hidup secara layak dan harmonis karena layanan alam yang menjadi penopangnya. 
Namun, ketika kapitalisme datang dan melakukan komoditisasi terhadap 
SDA dan hutan, ternyata menyebabkan suatu krisis hubungan antara manusia dan 
SDA. Pola hubungan ekploitatif oleh kekuatan kapital, dalam pengolahan SDA 
dan hutan investasi kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap 
SDA membawa konsekuensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, 
danau, pesisir dan kelautan yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang 
tidak melihat akibat jangka panjang, seperti konversi hutan untuk pertambangan. 
Kepedulian terhadap lingkungan hidup mulai muncul sejak 
diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di 
Stockholm, Swedia. Hal tersebut di latarbelakangi oleh permasalahan lingkungan 
hidup ini selalu mempunyai efek global mengingat isu lingkungan hidup juga 
menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfir. 
Dalam hal ini, PT.NNT sebagai aktor transnasional yang bergerak dalam bidang 
pertambangan telah memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di wilayah 
operasinya. Adapun aktivitas pembuangan limbah PT.NNT di Teluk Senunu telah 
menyebabkan polusi terhadap perairan sekitar. Sebagaimana diketahui bahwa 
limbah tersebut mengandung berbagai material beracun yang berasal dari reaksi 
oksidasi batuan dan bahan kimia yang digunakan dalam proses pemisahan bijih. 
Pembuangan tailing ke laut akan menyebabkan terjadinya sedimentasi dari 
endapan tailing dan penyebaran tailing ke wilayah laut yang lebih luas. Semua 
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dampak ini akan semakin mengancam dan memusnahkan kekayaan keragaman 
hayati laut. Maka dari itu, bila tidak ada satu strategi yang baik untuk 
mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan maka kemungkinan besar 
keanekaragaman hayati Indonesia akan hilang dan menjadi tergantung dengan 
negara lain.  
Sebagaimana diketahui bahwa MNC merupakan salah satu pihak yang 
bertanggungjawab atas permasalahan lingkungan hidup yang ada. MNC dalam 
kegiatan produksinya terus menerus mengeksploitasi SDA dalam rangka 
pemenuhan bahan baku produksi telah menyebabkan masalah lingkungan hidup. 
Mulai dari berkurangnya lahan, terkurasnya SDA secara berlebihan hingga 
pembuangan limbah produksi. Menyadari adanya tanggungjawab untuk 
mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan, PT.NNT sebagai MNC 
yang bergerak pada bidang pertambangan kemudian merumuskan Environment 
Sustainability Program. Secara umum, program Environment Sustainability yang 
dirumuskan oleh Newmont Mining Corp sebagai perusahaan induk berkonsentrasi 
pada pengelolaan mutu air, udara, iklim, biodiversity, manajemen limbah, dan 
reklamasi hutan. 
PT.NNT melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
yang sesuai dengan keadaan di lokasi tambang, untuk mengurangi risiko atau 
bahaya yang berpotensi merusak lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh 
operasi tambang. Beberapa prioritas utama pengelolaan yang diidentifikasi selama 
kegiatan AMDAL proyek adalah penempatan batuan limbah atau tailing, 
mempertahankan mutu air dan memastikan bahwa perubahan permukaan lahan 
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menyertakan visi mengenai penggunaan lahan yang sesuai dengan pasca operasi 
tambang. 
1. Penempatan limbah tailing 
PT.NNT sebagai perusahan yang bertanggung jawab terhadap limbah tailing 
tentu saja tidak sembarangan membuang limbah tanpa melakukan upaya prefentif 
dengan melakukan langkah-langkah aman sesuai KepMenLH238/2007 yang 
mengatur tentang persyaratan dan sistem pengawasan melalui kewajiban yang 
harus dipenuhi PT.NNT dalam pengelolaan tailing. 
Hasil kesepakatan pemerintah bersama PT.NNT berkaitan dengan 
pembuangan tailing menghasilkan keputusan membuang limbah ke laut (Metode 
DSTP) sebagai upaya yang dianggap paling aman saat ini dengan melakukan 
mekanisme yang sebenar-benarnya sehingga tidak berdampak buruk pada 
sekitarnya. Berbagai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan terdapat di 
dalam AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui (KEP-
41/MENLH/10/1996). AMDAL tersebut secara khusus dirancang untuk 
meminimalkan potensi dampak lingkungan di Batu Hijau, termasuk pengelolaan 
penempatan tailing di dasar laut (Encep, 2016). 
Tailing adalah batuan lumpur yang tersisa dari pengolahan tembaga dan 
emas. Di PT.NNT, tailing merupakan bagian yang tersisa dari batuan yang telah 
digerus sampai halus dan diambil kandungan mineral berharganya. PT.NNT 
menggunakan sistem Penempatan Tailing Laut Dalam/Deep-Sea Tailing 
Placement (DSTP) untuk menempatkan material yang berwujud seperti lumpur 
ini di dasar laut dalam, di bawah wilayah laut yang produktif secara biologis.  
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Tailing mengalir secara gravitasi sebagai slurry (campuran air dan sisa 
gilingan batuan) melalui pipa dari pabrik pengolahan bijih menuju ke tepi Ngarai 
Laut Senunu. Ujung pipa ini berada lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut 
berjarak 3,2 kilometer dari tepi pantai. Berat jenis lumpur tailing lebih berat 
daripada air laut, sehingga tailing akan tenggelam dan mengalir menuruni dinding 
curam Ngarai Laut Senunu layaknya sungai bawah laut. 
Menurut AMDAL, pembuangan tailing seharusnya di bawah 100 sampai 
300 meter di permukaan laut atau di bawah lapisan termoklin atau batas 
kehidupan dilaut Pipa yang digunakan juga harus mencapai 1.700 meter. Secara 
teknis penempatan tailing di dasar laut oleh PT.NNT sudah sesuai AMDAL yaitu 
pada kedalaman 125 meter dan panjang pipa offshore 3.400 meter. 
Prosedur pengawasan jaminan dan kendali mutu diterapkan untuk 
memastikan keutuhan jaringan pipa tailing darat dan pipa lepas pantai. Konstruksi 
pipa tailing PT.NNT mulai dikerjakan pada 1997 dan mulai beroperasi tahun 
2000. Akan tetapi, kebocoran pipa tidak dapat dihindari. Dalam waktu 13 bulan 
setelah beroperasi, pipa mengalami kebocoran dan menyebabkan tailing mengalir 
hingga ke area terumbu karang (Earthworks and Mining Watch Canada, 2012, hal. 
13). Sehingga, pada 2002 PT.NNT memulai konstruksi pipa cadangan.  
Di darat, PT.NNT menempatkan jaringan pipa tailing pada sebuah ruang 
(koridor) terbatas, sehingga bilamana terjadi kerusakan jaringan pipa, tumpahan 
akan langsung tertampung dalam koridor dan dibersihkan. PT.NNT memiliki dua 
jalur pipa tailing laut, satu pipa digunakan untuk operasi dan satu lagi digunakan 
sebagai cadangan. Jika terjadi kebocoran jaringan pipa laut, pabrik langsung 
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dihentikan dan lumpur tailing dialihkan ke pipa cadangan. Pada 2006, kembali 
terjadi kebocoran pipa tailing sehingga operasional DSTP dialihkan melaui pipa 
cadangan. Perbaikan pada pipa utama dimulai sejak 2007 (Inayatillah, 2013, hal. 
13). 
2. Pengelolaan air tambang 
PT.NNT menerapkan sistem pengelolaan air terpadu untuk memastikan 
dampak minimum terhadap mutu air pada sistem air di daerah setempat. Selama 
tambang beroperasi, tanaman asli setempat ditanam kembali sesegera mungkin 
pada lahan-lahan yang dibuka untuk meminimalkan luas tanah terbuka dan 
mencegah erosi yang dapat mempengaruhi mutu air. Fasilitas pengontrolan 
sedimen, seperti kolam dan saluran pengalih telah dibangun untuk mengendapkan 
sedimen, sehingga hanya air bersih dan tidak terkena dampak yang mengalir ke 
luar lokasi proyek.  
Kebijakan yang diambil oleh perusahaan adalah mempersiapkan dahulu 
fasilitas pengelolaan air limbah dan kemudian memintakan izin pembuangan air 
limbah ke Menteri Lingkungan Hidup dan Bupati. Setelah semua fasilitas dan izin 
diperoleh baru fasilitas tersebut dioperasikan sebagai sarana pengolahan air 
limpah (IPAL). Pembangunan fasilitas IPAL ini telah melalui perencanaan 
pembangunan IPAL dengan mempertimbangkan kualitas dan volume air limbah 
(curah hujan tertinggi) yang akan diolah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013). 
Instalasi Pengolah Air Limbah: 
a.  Untuk mengolah: 
1. Pengolahan air rembesan timbunan galian tambang 
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2. Air kotor/limbah rumah tangga 
b. Pengolahan air rembesan timbunan galian tambang di lembah Santong 
untuk menghilangkan potensi degradasi air permukaan yang diakibatkan 
oleh drainase asam dari batuan limbah tambang. 
c. Air kotor/limbah rumah tangga: lima unit pengolah air limbah (STP) 
dibangun di tempat penampungan sampah, daerah perkantoran tambang, 
daerah konsentrator, daerah pemukiman Buin Batu, dan daerah pelabuhan. 
d. Air kotor atau air limbah dialirkan, diendapkan, dan akhirnya diberi 
perlakuan disinfeksi menggunakan sinar ultraviolet (UV). 
3. Reklamasi 
PT.NNT juga melakukan program reklamasi dengan penanaman kembali 
tanaman dan tumbuhan asli (endemik) sesuai bukaan lahan yang di pakai 
PT.NNT. Reklamasi terus dilakukan seiring kegiatan tambang di lakukan jadi 
tidak harus menunggu selesai menambang dan tidak hanya menanam kembali 
tetapi juga memantau vegetasi secara berkala guna memastikan metode 
pencegahan erosi dan pelestarian alam terlaksana secara efektif. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalkan luas tanah terbuka, sekaligus mencegah erosi yang dapat 
mempengaruhi mutu air. setelah penambangan selesai beroperasi, reklamasi dan 
revegetasi akan diselesaikan guna menyediakan bentang lahan yang cocok untuk 
penggunaan. Perencanaan penggunaan lahan setelah tambang tutup, akan dibuat 
atas persetujuan pemerintah dan masyarakat dan juga tidak lupa untuk mengolah 
limbah dengan cara daur ulang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 
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Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mengingat bukan saja biaya yang 
dibutuhkan sangat besar namun juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak 
agar hutan serta ekosistem yang ada kembali seperti sedia kala. Area yang 
direklamasi ini tersebar di daerah Tongo Loka, Sejorong dan Isdam (bagian timur 
Pit) dan akan terus menyusul pada daerah bekas penggalian lainnya.  
Untuk membangun kembali secara mandiri vegetasi asli setempat yang 
memiliki struktur dan keragaman serupa dengan keadaan sebelum kegiatan 
pertambangan berlangsung. PT.NNT merumuskan rencana reklamasi lingkungan 
berupa Program Pembenihan (Nursery) yang bertujuan untuk menyiapkan benih 
dan memperbanyak berbagai jenis tumbuh-tumbuhan asli seperti rumput, pohon, 
dan semak-semak asli setempat, untuk digunakan dalam proses reklamasi, 
termasuk spesies asli, spesies langka, dan juga spesies pendukung (dilindungi) 
habitat margasatwa. 
Sementara untuk mengurangi erosi atau sedimentasi, dilakukan upaya 
penanggulangan jangka pendek dengan menanam tanaman hidup, memasang ijuk 
dan net. Kegiatan reklamasi yang dimulai dari penataan lahan, pelapisan tanah 
serta pengendalian erosi serta selanjutnya dilakukan penanaman kembali tanaman 
hutan seperti banten, rimas, ipil, lempayan, maja, bungur, dan glumpang (Encep, 
2016). 
Hasil Reklamasi: 
1. Total Daerah Terganggu Proyek (PTD 2012): 2,531.72 hektar 
2. Total Area Reklamasi (PTD 2012): 721.54 hektar 
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3. Penanaman Pohon Spesies Lokal YTD 2012 = 61,729 semai (terdiri dari 
54 spesies) 
Jika dikaitkan dengan konsep hubungan antara MNC dan host country, 
masuknya MNC dalam hal ini PT.NNT ke Indonesia khususnya Kabupaten 
Sumbawa Barat telah memberikan dampak positif seperti kontribusi terhadap 
perekonomian daerah. Namun, di era sekarang hubungan antara MNC dan host 
country menjadi semakin kompleks karena hubungan antara MNC dan host 
counttry tidak hanya tentang hubungan antara market (MNC) dan state 
(Indonesia). Masuknya MNC tidak hanya memberikan modal, pekerjaan, pajak 
dll. Namun membawa serta permasalahan lingkungan hidup terlebih MNC dalam 
hal ini PT.NNT merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan 
yang otomatis secara langsung mengeruk SDA yang ada di host country. 
Ketegangan yang muncul di antara MNC dan host country dimana pada sisi MNC 
berkepentingan untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya namun pada sisi 
host country meskipun mendapatkan untung pada sektor ekonomi, pihak host 
country juga memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan di negaranya. 
Sehingga jalan tengah yang mestinya diambil adalah pihak MNC harus 
merancang program yang bertujuan untuk menangani masalah tersebut. 
Jika selama ini MNC hanya berfokus pada keamanan manusia yang 
menyangkut pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial dengan cara 
menjalankan program corporate social responsibility (CSR), dalam konsep 
environmental security, program tersebut diyakini hanyalah alat untuk menutup 
mata masyarakat atas akibat yang lebih serius menyangkut kehidupan yang 
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dilakukan oleh MNC yaitu pengerusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam BAB 
ini telah dijelaskan bahwa PT.NNT telah merusak struktur tanah, hutan, 
mencemari sungai dan mencemari lautan di Kabupaten Sumbawa Barat. 
Meskipun dampak terparah belum terlihat seperti apa yang terjadi pada teluk 
buyat di Minahasa, jika kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus selama 
bertahun-tahun tanpa adanya upaya penanganan yang serius, maka dapat 
dipastikan bahwa Teluk Senunu di Kabupaten Sumbawa Barat akan bernasib 
sama dengan Teluk Buyat di Minahasa. 
Environment sustainability program yang dirancang oleh PT.NNT telah 
mencerminkan dasar pemikiran konsep environmental security yaitu aktor non-
negara atau MNC yang dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas 
permasalah lingkungan yang ada, tidak hanya memikirkan program berkaitan 
dengan keadaan sosial masyarakat namun juga merancang program khusus untuk 
menangani masalah lingkungan hidup yang timbul dari dampak aktivitas 
operasional perusahaan seperti mnajemen pembuangan limbah, manajemen air 
tambang dan reklamasi hutan. 
 Environmental Security merupakan tindakan yang lebih dari sekadar 
politisasi suatu isu yang membutuhkan penanganan secara darurat di luar prosedur 
yang normal. Keadaan darurat ini akan semakin terasa khususnya bagi negara-
negara yang sebagian besar masyarakatnya tergantung pada cuaca dan iklim 
dalam bertempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Kabupaten Sumbawa 
Barat yang merupakan kabupaten pesisir membuat masyarakatnya 
menggantungkan hidupnya pada laut. Selain itu, topografi daerah membuat 
87 
 
masyarakat bergantung pada hasil hutan dan sungai. Hal ini membuat  
tanggungjawab PT.NNT atas kegiatan operasionalnya yang telah menganggu 
keamanan lingkungan menjadi harga mati yang harus dilaksanakan. 
Secara teori, program environment sustainability yang dirumuskan sudah 
sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi beroperasinya perusahaan. Ketika 
masyarakat sangat bergantung pada laut, hutan, dan sungai, PT.NNT 
memfokuskan program pada manajemen tailing yang diketahui bahwa limbah 
tersebut dibuang ke Teluk Senunu. Selain itu manajemen air limbah juga 
dijalankan untuk menjamin mutu air sungai dan yang terakhir reklamasi hutan 
dilakukan secepat mungkin agar lahan hutan yang dibuka dapat kembali ke fungsi 
awalanya. Namun, tidak semua permasalahan menyangkut lingkungan hidup 
mampu diselesaikan dengan sempurna. Sesekali terjadi kebocoran pipa tailing 
maupun merembesnya air limbah ke sumber-sumber mata air warga menyebabkan 
masyarakat yang terkena dampak berada jauh dari kesejahteraan.  
Akibat beberapa kelalaian tersebut, masyarakat yang merasa dirugikan baik 
itu akibat lahan yang diambil tanpa ganti rugi maupun yang terkena imbas buruk 
dari pembuangan limbah ke sumber air sering kali melakukan demonstrasi guna 
menuntut PT.NNT untuk bertanggungjawab atau mendesak PT.NNT untuk 
memberikan pekerjaan kepada warga yang menderita kerugian, tak jarang 
demonstrasi tersebut berujung konflik sehingga menganggu keamanan sosial 
(Earthworks and Mining Watch Canada, 2012). Berdasarkan data statistik 
Kabupaten Sumbawa Barat, pada tahun 2012 terjadi demonstrasi dengan total 
sebanyak 24 kali di Kabupaten Sumbawa Barat. 
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Tabel. 4.1 Jumlah demonstrasi di Kabupaten Sumbawa Barat 
Wilayah Jumlah demonstrasi (kali) 
Sekongkang 4 
Jereweh 1 
Maluk 6 
Taliwang 11 
Brang Ene 0 
Brang Rea 1 
Seteluk 0 
Poto Tano 1 
Total 24 
 
Sumber : www.sumbawabaratkab.bps.go.id 
Tabel diatas menunjukkan bahwa Taliwang sebagai ibukota kabupaten 
merupakan daerah dengan tingkat demonstrasi tertinggi dengan jumlah 11 kali 
pada tahun 2012. Diikuti oleh Kecamatan Maluk sebanyak 6 kali dan Kecamatan 
Sekongkang sebanyak 4 kali dimana kedua wilayah ini merupakan Kecamatan 
yang berada paling dekat dengan lokasi tambang PT.NNT, sehingga kedua 
kecamatan tersebut adalah wilayah yang pertama kali merasakan dampak negatif 
dari aktifitas perusahaan. 
Timbulnya konflik di Kabupaten Sumbawa Barat akibat kesalahan dari 
PT.NNT dalam penanganan masalah lingkungan berbanding terbalik dengan 
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prinsip environmental security. Dalam konsepnya, environmental security 
berasumsi bahwa keamanan bisa dicapai salah satunya dengan memerangi 
kemiskinan karena dengan kelayakan pola hidup manusia, maka dapat 
meminimalisir konflik.  
Sehingga secara kesuluruhan, PT.NNT belum sepenuhnya menerapkan 
prinsip yang sesuai dengan environmental security. PT.NNT memang telah 
menjalankan program pengolaan lingkungan dengan tepat, namun tidak maksimal 
sehingga masih terjadi konflik akibat kelalaian tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik 
kesimpulan bahwa :  
1. Kegiatan operasional PT. Newmont Nusa Tenggara telah memberikan 
dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun 
dampak yang di timbulkan berupa perubahan struktur tanah, perubahan 
topografi, erosi, dan timbulnya lahan kritis. Selain itu, pembuangan limbah 
tailing ke Teluk Senunu walaupun pada praktiknya sudah sesuai dengan 
AMDAL, akan tetapi masih kerap kali terjadi kebocoran pipa yang 
menyebabkan aliran tailing merembes dan mencemari air beserta biota 
laut. Selain membuang limbah tailing, PT.NNT juga membuang limbah 
rumah tangga yang alirannya masuk ke sungai sejorong yang merupakan 
sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.  
2. PT.NNT kemudian merancang Environment Sustainability Program untuk 
paling tidak meminimalisir dampak tersebut. Adapun dalam program 
tersebut PT.NNT berkonsentrasi pada penempatan limbah tailing, 
pengelolaan air tambang, dan reklamasi. Adapun penempatan limbah 
tailing baik di darat maupun dilaut selalu dilakukan pemeriksaan rutin dan 
juga dibangun pipa cadangan sebagai tempat tailing sementara apabila 
terjadi kebocoran pada pipa utama. Dalam upaya pengelolaan air tambang, 
PT.NNT membangun fasilitas pengolahan air limbah (IPAL). Sedangkan 
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dalam upaya reklamasi, PT.NNT membangun kembali vegetasi lokal 
untuk mengurangi erosi atau sedimentasi. Program tersebut telah sesuai 
dengan prinsip Environmental security yaitu mensejajarkan keamanan 
terhadap lingkungan dengan keamanan manusia. Hal ini membuktikan 
bahwa PT.NNT telah memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup di 
wilayah operasionalnya.  
Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.NNT dalam 
usahanya menangani masalah lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa 
Barat masih belum maksimal. Terbukti dengan ditemukannya pipa 
pembuangan limbah yang dibuang dekat pemukiman warga dan 
mencemari sungai. Selain itu, masyarakat yang kehilangan lahan akibat 
pembukaan lahan yang dilakukan PT.NNT tidak mendapatkan ganti rugi 
yang setimpal. Akibatnya, sering kali terjadi demonstrasi yang berujung 
konflik. Dimana hal tersebut menunjukkan PT.NNT masih belum 
maksimal dalam menjaga keamanan lingkungan. 
B. Saran  
1. Penulis menyarankan agar pihak PT.NNT lebih maksimal lagi dalam 
menjalankan program-program penanganan masalah lingkungan agar 
masyarakat dapat terhindar dari segala kemungkinan dampak buruk dari 
adanya kegiatan operasional perusahaan di wilayah Kabupaten Sumbawa 
Barat.  
2. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan secara maksimal agar apa 
yang dilakukan oleh perusahaan tetap mengacu pada AMDAL yang telah 
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ditetapkan. Pemerintah jangan sampai lengah terhadap kecurangan yang 
bisa saja terjadi, sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk 
menindaklanjuti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Pemerintah harus mementingkan bagaimana nasib masyarakat yang 
hidup bergantung pada alam. 
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